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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema
“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan pada tanggal 25
sampai dengan 28 Juni 2026 dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan
sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Pemalang dalam memahami konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah,
khususnya dalam mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, kapasitas fiskal,
kemampuan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, serta mekanisme pembuatan
laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang difasilitasi oleh
Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas
Stikubank (UNISBANK) Semarang. Melalui kegiatan ini diharapkan pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Pemalang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap
substansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK
dan segala konsekuensinya, kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah, strategi
pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, serta tertib
administrasi laporan keuangan dan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini juga menjadi ruang pembelajaran dan diskusi bagi
peserta dalam memahami berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Materi yang diberikan diharapkan dapat memperkuat
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam mencermati laporan
keuangan daerah, hasil pemeriksaan, kondisi fiskal daerah, pemanfaatan aset daerah, serta
strategi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelaksanaan
tugas DPRD serta mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan,
akuntabel, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini. Kami mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).

2. Rektor Universitas Stikubank Semarang

3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa
Tengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang



4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD)
Propinsi Jawa Tengah.

5. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang.

6. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Pemalang.

7. Narasumber kegiatan Bimtek: Ismail Amir, S,E., M.M. (FITRA Jatim), Rino Rio Kent, S.STP,
M.M., (Kemendagri Rl), Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak (BPK RI Perwakilan Propinsi
Jawa Tengah) dan Eko Suseno HRM, S.E., M.M.. (Akademisi Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga)

8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.

9. Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pemalang.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi
kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Pemalang
khususnya dan masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan, Anggota
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, serta memberikan manfaat bagi peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semarang, 29 Juni 2026
Direktur DPPMP,

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN FUBLIKASI|

Prof. Dr. Endang Tjahjafingsih, S.E., M.Kom.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan bagian penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah, karena
keuangan daerah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan program
pembangunan, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien,
transparan, dan bertanggung jawab.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administratif tahunan, tetapi juga
menjadi sarana untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kepatuhan
pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem
pengendalian internal, serta kemampuan pemerintah daerah dalam
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, laporan
keuangan pemerintah daerah memiliki konsekuensi yang luas, baik dari sisi administratif,
kelembagaan, maupun dalam kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pertanggungjawaban keuangan daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi salah satu dokumen yang memiliki
kedudukan strategis. Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

menghasilkan opini yang menggambarkan kewajaran penyajian laporan keuangan



berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Opini BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar,
maupun Tidak Menyatakan Pendapat, membawa konsekuensi yang perlu dipahami secara
mendalam oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya melalui fungsi pembentukan peraturan
daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,
DPRD perlu memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemahaman tersebut sangat diperlukan agar DPRD
mampu melakukan pengawasan secara objektif, proporsional, dan konstruktif terhadap
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Bagi DPRD Kabupaten Pemalang, pemahaman terhadap konsekuensi laporan
keuangan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam rangka memperkuat kualitas
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD diharapkan tidak
hanya memahami laporan keuangan dari sisi formalitas pertanggungjawaban, tetapi juga
mampu membaca substansi persoalan yang muncul dari hasil pemeriksaan, memahami
faktor penyebab temuan, serta mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti
rekomendasi BPK secara tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi pengawasan
DPRD dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola
keuangan daerah.

Selain berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan opini BPK, kemampuan
DPRD dalam memahami kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah juga menjadi
hal yang penting. Kapasitas fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam
membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan sumber-sumber
pendapatan yang dimiliki. Setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda,

bergantung pada pendapatan asli daerah, dana transfer, potensi ekonomi daerah, serta



efektivitas pengelolaan belanja. Keterbatasan kapasitas fiskal dapat memengaruhi
kemampuan daerah dalam melaksanakan program prioritas, membiayai pembangunan
infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan
pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang perlu memiliki
pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan
keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan daerah. Pemahaman ini penting
agar DPRD dapat menjalankan fungsi anggaran secara lebih tepat, terutama dalam
memberikan pertimbangan terhadap prioritas pembangunan, efektivitas belanja daerah,
optimalisasi pendapatan daerah, serta keberlanjutan pembiayaan program-program
pemerintah daerah. Dengan penguatan kapasitas tersebut, DPRD diharapkan mampu
mendorong kebijakan anggaran yang lebih rasional, terukur, dan berpihak pada
kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah juga merupakan aspek strategis dalam
meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara optimal dapat
memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, mendukung pelayanan
publik, serta memperkuat posisi fiskal daerah. Namun demikian, pengelolaan aset daerah
sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya pendataan aset,
persoalan status hukum, rendahnya pemanfaatan aset, serta keterbatasan strategi kerja
sama dengan pihak lain. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman yang baik
mengenai sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah yang produktif, legal,
transparan, dan akuntabel.

Selain substansi pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, aspek
teknis penyusunan laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
pelaksanaan kegiatan juga menjadi hal yang penting untuk dipahami. Dalam kegiatan
bimbingan teknis, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan
pertanggungjawaban kegiatan, serta pembayaran pajak harus dilakukan secara tertib,

sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman mengenai mekanisme



dan teknis pembuatan laporan keuangan serta pembayaran pajak menjadi penting agar
setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki kelengkapan administrasi, bukti
pertanggungjawaban yang sah, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Materi mengenai mekanisme dan teknis pembuatan laporan keuangan serta
pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD juga menjadi bagian dari upaya
memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan. Melalui materi ini, peserta
diharapkan memperoleh gambaran yang lebih praktis mengenai alur penyusunan laporan
keuangan kegiatan, kelengkapan dokumen pendukung, pencatatan transaksi, pelaporan
penggunaan anggaran, serta kewajiban perpajakan yang melekat dalam penyelenggaraan
kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada
peningkatan substansi pemahaman peserta, tetapi juga memperhatikan tertib administrasi
dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan kegiatan.

DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan,
aset, dan kegiatan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui fungsi
pengawasan, DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan
keuangan secara tertib, memanfaatkan aset daerah secara produktif, serta
mengembangkan skema kerja sama yang mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah
tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian,
pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi
juga menjadi bagian dari strategi pembangunan dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank melaksanakan kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan
28 Juni 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kapasitas

pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi



kelembagaannya, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, kemampuan keuangan
daerah, strategi pengelolaan aset daerah, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan
dan pembayaran pajak dalam kegiatan bimbingan teknis. Materi yang disampaikan dalam
kegiatan bimbingan teknis ini meliputi ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia,
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya; Kapasitas Fiskal,
Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah; Sistem Kerja
Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal Daerah;
serta Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak dalam
Kegiatan Bimtek DPRD. Materi tersebut disusun agar peserta memperoleh pemahaman
yang menyeluruh, baik dari aspek konseptual, regulatif, pengawasan, maupun teknis
administratif dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPPMP Universitas
Stikubank dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan
lembaga pemerintahan daerah. Sebagai fasilitator kegiatan, DPPMP Universitas Stikubank
berperan dalam mendukung terselenggaranya bimbingan teknis yang terarah, sistematis,
dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam memperkuat
pemahaman, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan
fungsi DPRD secara lebih efektif.

Laporan akhir kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang yang
telah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Melalui laporan ini,
seluruh rangkaian kegiatan, materi yang disampaikan, pelaksanaan teknis, serta hasil yang
dicapai dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi DPPMP Universitas Stikubank maupun pihak terkait dalam

penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada masa yang akan datang.



1.2 Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan
1.2.1 Dasar Pemikiraan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tidak dapat dipisahkan dari
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pencapaian kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kedudukan penting sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas tata kelola keuangan
daerah. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu
mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, serta ekuitas secara tertib
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memuat opini, temuan, serta rekomendasi perbaikan.
Opini BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar,
maupun Tidak Menyatakan Pendapat, memiliki konsekuensi yang perlu dipahami secara
menyeluruh oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD.

DPRD Kabupaten Pemalang sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki
fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi pembentukan
peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan, DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK, opini BPK, konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, serta



tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemahaman tersebut diperlukan agar
DPRD dapat menjalankan pengawasan secara lebih objektif, konstruktif, dan berorientasi
pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Selain memahami hasil pemeriksaan BPK, DPRD juga perlu memahami kapasitas
fiskal dan kemampuan keuangan daerah. Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan
daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan
sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas
dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan, terutama dalam pembiayaan
program prioritas, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan kepada
masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD perlu memiliki wawasan yang kuat dalam membaca
kondisi fiskal daerah, mengevaluasi kebijakan anggaran, serta mendorong optimalisasi
pendapatan dan efektivitas belanja daerah.

Pengelolaan aset daerah juga menjadi salah satu bagian penting dalam
meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara tertib, produktif,
transparan, dan akuntabel dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, baik dalam bentuk
peningkatan pendapatan maupun dukungan terhadap pelayanan publik. Namun demikian,
pengelolaan aset daerah memerlukan strategi yang tepat, termasuk melalui sistem kerja
sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, DPRD
memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset
daerah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.

Di samping substansi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, opini BPK,
kapasitas fiskal, dan pengelolaan aset daerah, aspek teknis penyusunan laporan keuangan
serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD juga menjadi bagian yang perlu
diperhatikan. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus memiliki mekanisme
administrasi keuangan yang tertib, mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan dokumen
pertanggungjawaban, kelengkapan bukti pengeluaran, hingga pemenuhan kewajiban

perpajakan. Pemahaman mengenai mekanisme dan teknis pembuatan laporan keuangan



serta pembayaran pajak menjadi penting agar kegiatan yang dilaksanakan dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum.

Atas dasar pemikiran tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten
Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dilaksanakan
sebagai upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026 dengan materi utama
meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya; Kapasitas
Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah; Sistem
Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal
Daerah; serta Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak
dalam Kegiatan Bimtek DPRD.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan
fungsi kelembagaannya, khususnya dalam bidang pengawasan keuangan daerah, evaluasi
pertanggungjawaban APBD, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penguatan kapasitas fiskal,
pengelolaan aset daerah, serta tertib administrasi keuangan kegiatan. Dengan demikian,
hasil kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, produktif, dan berpihak pada
kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan
Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank berperan sebagai fasilitator kegiatan. DPPMP
Universitas Stikubank mendukung terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis yang
terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten
Pemalang. Penyusunan laporan akhir kegiatan ini menjadi bagian dari dokumentasi dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan.



1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang

dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan lain yang relevan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

16. Surat lzin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor
895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Bimbingan Teknis

1.3.1 Tujuan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman,

wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam

menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam bidang pengawasan

pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK, penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta tertib

administrasi keuangan kegiatan.

Secara khusus, tujuan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang
mengenai  kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam sistem

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
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10.

Memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis opini BPK, makna opini BPK, serta
konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah.

Memperkuat kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari aspek perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga evaluasi anggaran daerah.
Meningkatkan wawasan peserta mengenai pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan
daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Memberikan pemahaman mengenai kapasitas fiskal, kkmampuan keuangan daerah,
serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan pembangunan daerah dan penyediaan
pelayanan publik kepada masyarakat.

Mendorong DPRD Kabupaten Pemalang untuk mampu memberikan masukan,
pertimbangan, dan rekomendasi yang konstruktif dalam proses pembahasan
anggaran, penetapan prioritas pembangunan, serta evaluasi kinerja keuangan daerah.
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai sistem kerja sama dan strategi
pengelolaan aset daerah yang produktif, legal, transparan, dan akuntabel sebagai
salah satu upaya untuk menaikkan kemampuan fiskal daerah.

Memperkuat peran DPRD Kabupaten Pemalang dalam melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah dan kerja sama daerah agar dapat
memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.

Memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pembuatan laporan keuangan
dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD agar pelaksanaan kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan secara tertib, administratif, dan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan
peran DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,

transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
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1.3.2 Ruang Lingkup Bimbingan Teknis

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema
“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” mencakup pembahasan mengenai
penguatan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini
BPK, kapasitas fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah, strategi pengelolaan aset
daerah, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam
kegiatan Bimtek DPRD.
Adapun ruang lingkup materi kegiatan Bimbingan Teknis ini meliputi:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK, dan Segala Konsekuensinya

Materi ini membahas mengenai kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam
sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup
pengertian dan fungsi LHP BPK, jenis-jenis opini BPK, makna dari masing-masing opini, serta
konsekuensi yang dapat timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah. Selain itu, materi ini juga menekankan pentingnya tindak lanjut
rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
2. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Keberlangsungan Pembangunan

Daerah

Materi ini membahas mengenai kapasitas fiskal daerah sebagai gambaran
kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Ruang lingkup pembahasan meliputi sumber-sumber pendapatan daerah, kemampuan
keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah, tantangan fiskal yang dihadapi daerah,
serta hubungan antara kapasitas fiskal dengan keberlangsungan pembangunan daerah.
Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai
pentingnya kebijakan anggaran yang rasional, efektif, dan berkelanjutan.
3. Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan

Fiskal Daerah
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Materi ini membahas pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal,
produktif, legal, transparan, dan akuntabel. Pembahasan meliputi strategi pemanfaatan
aset daerah, inventarisasi dan pengamanan aset, potensi peningkatan pendapatan daerah
melalui aset, serta skema kerja sama yang dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam materi ini, DPRD diarahkan
untuk memahami perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengelolaan aset dan kerja sama daerah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi
peningkatan kemampuan fiskal daerah.

4. Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak dalam
Kegiatan Bimtek DPRD

Materi ini membahas aspek teknis administrasi keuangan dalam penyelenggaraan
kegiatan Bimtek DPRD. Ruang lingkup pembahasan meliputi mekanisme pencatatan
transaksi  kegiatan, penyusunan laporan keuangan, kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban, bukti-bukti pengeluaran, alur pelaporan penggunaan anggaran,
serta kewajiban pembayaran pajak yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan. Materi ini
bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya tertib
administrasi, akuntabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

5. Penguatan Nilai, Etika, dan Kesadaran Kemanusiaan melalui Materi ESQ

Selain materi utama terkait keuangan daerah, kegiatan ini juga mencakup materi
penguatan karakter melalui tema “ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia”.
Materi ini diarahkan untuk memberikan penyegaran nilai, etika, integritas, dan kesadaran
kemanusiaan dalam menjalankan tugas kelembagaan. Melalui materi ini, peserta
diharapkan tidak hanya memperoleh penguatan dari sisi pengetahuan teknis, tetapi juga
dari sisi sikap, tanggung jawab, dan komitmen moral dalam menjalankan amanah sebagai
wakil rakyat.

Secara umum, ruang lingkup Bimbingan Teknis ini diarahkan untuk mendukung
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam

melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan
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daerah. Melalui pembahasan materi tersebut, peserta diharapkan memperoleh
pemahaman vyang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas DPRD, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang

tertib, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan
kapasitas, pendalaman materi, dan penguatan pemahaman bagi pimpinan serta anggota
DPRD Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman
konseptual, regulatif, dan aplikatif mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban
keuangan pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, kapasitas fiskal,
pengelolaan aset daerah, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan dan pembayaran
pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan teknis melalui penyampaian
materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan
forum diskusi, tanya jawab, dan pendalaman kasus agar peserta tidak hanya memperoleh
pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan permasalahan
nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, kegiatan
Bimtek ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan
relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang.

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis ini meliputi:
1. Ceramah dan Pemaparan Materi

Metode ceramah digunakan oleh narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok
materi secara sistematis dan terarah. Materi yang disampaikan meliputi Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK, opini BPK dan segala konsekuensinya; kapasitas fiskal, kemampuan
keuangan daerah dan keberlangsungan pembangunan daerah; sistem kerja sama dan

strategi pengelolaan aset daerah untuk menaikkan kemampuan fiskal daerah; mekanisme
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dan teknis pembuatan laporan keuangan serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek
DPRD; serta penguatan nilai dan etika melalui materi ESQ.
2. Diskusi Interaktif

Diskusi interaktif dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta
menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun pengalaman yang berkaitan dengan materi
yang disampaikan. Melalui metode ini, peserta dapat memperdalam pemahaman terhadap
isu-isu pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal,
pengelolaan aset daerah, serta tertib administrasi keuangan kegiatan.
3. Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dilaksanakan setelah pemaparan materi sebagai sarana klarifikasi
dan pendalaman substansi. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
secara langsung kepada narasumber mengenai hal-hal yang belum dipahami, baik yang
bersifat regulatif, teknis, maupun aplikatif. Metode ini bertujuan agar peserta memperoleh
penjelasan yang lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD.
4. Pendalaman Materi dan Studi Kasus

Pendalaman materi dilakukan dengan membahas contoh-contoh permasalahan atau
kasus yang relevan dengan tema kegiatan. Pembahasan diarahkan pada pemahaman
konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK,
tantangan kapasitas fiskal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta teknis penyusunan
laporan keuangan dan pembayaran pajak. Melalui studi kasus, peserta diharapkan mampu
memahami penerapan materi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sharing Pengalaman dan Penguatan Wawasan

Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman,
pandangan, dan praktik baik dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya fungsi
pengawasan dan fungsi anggaran. Sharing pengalaman ini diharapkan dapat memperkaya
wawasan peserta dalam memahami berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah serta

strategi penyelesaiannya.
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Secara umum, bentuk dan metode kegiatan Bimbingan Teknis ini disusun agar proses
pembelajaran berlangsung secara aktif, komunikatif, dan aplikatif. Melalui kombinasi
pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, pendalaman kasus, dan refleksi, peserta
diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh serta mampu menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Kabupaten Pemalang secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan

masyarakat.

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis “Konsekuensi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah” dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan
setiap peserta sebesar @Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut
sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 4 (empat) hari, seminar kit,
sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur

akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten

1.6 Output Kegiatan

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
adalah meningkatnya pemahaman, wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD
Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya, khususnya
yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban
APBD, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta
tertib administrasi keuangan kegiatan.
Adapun output kegiatan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang
mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul

dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
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Meningkatnya wawasan peserta mengenai pentingnya tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan
daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Meningkatnya kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, maupun evaluasi
anggaran daerah.

Terbangunnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kapasitas fiskal,
kemampuan keuangan daerah, serta keterkaitannya dengan keberlangsungan
pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Meningkatnya kemampuan peserta dalam memahami strategi pengelolaan aset
daerah yang produktif, legal, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Meningkatnya pemahaman DPRD Kabupaten Pemalang mengenai sistem kerja
sama daerah dan pemanfaatan aset daerah yang dapat memberikan nilai tambah
bagi daerah serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Meningkatnya pemahaman teknis peserta mengenai mekanisme pembuatan
laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD, sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat didukung dengan administrasi keuangan yang tertib,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terbangunnya kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan terhadap
ketentuan administrasi, keuangan, dan perpajakan dalam setiap pelaksanaan
kegiatan yang menggunakan anggaran.

Meningkatnya penguatan nilai, etika, integritas, dan tanggung jawab kelembagaan
melalui materi ESQ sebagai bagian dari pembentukan sikap profesional dalam

menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
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10.

11.

12.

13.

Tersusunnya dokumentasi dan laporan akhir kegiatan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten
Pemalang yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026.
Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang secara
terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD, dengan DPPMP Universitas Stikubank sebagai fasilitator
kegiatan.

Tersedianya bahan evaluasi bagi DPPMP Universitas Stikubank dan pihak terkait
untuk perbaikan serta pengembangan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada
masa yang akan datang.

Dengan adanya output tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan
fungsi DPRD Kabupaten Pemalang, khususnya dalam mendorong tata kelola
keuangan daerah yang akuntabel, optimalisasi kemampuan fiskal daerah,
pengelolaan aset yang produktif, serta penyelenggaraan kegiatan yang tertib secara

administrasi dan pertanggungjawaban.
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BAB Il
KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Bimbingan Teknis adalah “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah” dilaksanakan pata tanggal 25 s.d 28 Juni 2026.

2.2.2 Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah” dilaksanakan di Hotel The Royal Surakarta Heritage, JI. Slamet Riyadi No 6, Kec.

Pasar Kliwon, Kota Solo.

2.3 Materi Bimbingan Teknis
Materi Bimbingan Teknis ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Membaca LKPD dan Memahami Opini BPK

2. Tata Cara Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD

3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Penilaian Kinerja
4. Regulasi Keuangan Daerah dan Peran Pengawasan DPRD
5

Seni Membangun Keseimbangan Hidup

2.4 Narasumber
Narasumber Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah” adalah sebagai berikut :
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a. Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim)

b. Eko Suseno HRM, S.E., M.M. (Akademisi Universitas Kristen Satya Waacana)

c. Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri Rl)

d. A.M. Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak (BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah)

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

b. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.

c. Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.

2.6 Peserta
Peserta kegiatan Bimbingan Teknis terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Pemalang sebanyak 48 peserta. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Pemalang adalah:

a. Pembukaan

b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

C. Mengheningkan cipta

d.  Sambutan-sambutan

e. Doa

f. Foto Bersama

g. Paparan Materi

h. Penutup
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BAB Il
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan
kapasitas, wawasan, dan pemahaman pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang
dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya. Kegiatan ini menjadi salah satu
bentuk penguatan peran DPRD, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi
anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini memberikan pemahaman vyang lebih
komprehensif kepada peserta mengenai pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Melalui materi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, dan segala
konsekuensinya, peserta memperoleh penguatan wawasan mengenai kedudukan hasil
pemeriksaan BPK, makna opini BPK, serta pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai kapasitas fiskal,
kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan daerah. Materi
tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan fiskal daerah sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan program prioritas, penyediaan pelayanan publik, pembangunan
infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, DPRD perlu
memiliki kemampuan dalam memahami kondisi fiskal daerah, mengevaluasi kebijakan
anggaran, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan

berpihak pada kepentingan masyarakat.
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Kegiatan Bimbingan Teknis ini juga menekankan pentingnya pengelolaan aset
daerah dan sistem kerja sama sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan
fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara tertib, produktif, transparan, dan akuntabel
dapat memberikan nilai tambah bagi daerah serta mendukung peningkatan pendapatan
daerah. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengelolaan aset dan kerja sama daerah agar dapat memberikan
manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

Materi tambahan mengenai mekanisme dan teknis pembuatan laporan keuangan
serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD juga memberikan manfaat dalam
memperkuat pemahaman peserta terhadap pentingnya tertib administrasi, kelengkapan
dokumen pertanggungjawaban, pencatatan transaksi, serta kepatuhan terhadap kewajiban
perpajakan. Pemahaman ini penting agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Secara umum, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang yang
difasilitasi oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi
(DPPMP) Universitas Stikubank telah berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten
Pemalang, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan,
akuntabel, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan akhir kegiatan ini, seluruh rangkaian pelaksanaan
Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dapat terdokumentasi dengan baik sebagai
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan. Laporan ini juga dapat menjadi
bahan evaluasi dan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada

masa yang akan datang.
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3.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang,
disarankan agar kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta administrasi laporan
keuangan dan perpajakan.

Selain itu, materi kegiatan ke depan dapat lebih diperkuat dengan studi kasus,
diskusi praktis, dan contoh permasalahan aktual di daerah agar peserta lebih mudah
memahami dan menerapkan materi dalam pelaksanaan tugas DPRD. DPPMP Universitas
Stikubank sebagai fasilitator juga diharapkan terus meningkatkan kualitas
penyelenggaraan kegiatan, baik dari sisi materi, narasumber, metode, maupun evaluasi

kegiatan.
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Surat Penawaran Kegiatan Bimtek
Jadwal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
Proposal Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

Daftar Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

MoU Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

Rekomendas BPSDMD Propinsi Jawa Tengah

Akreditas Universitas Stikubank

Daftar Hadir Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

Daftar Hadir Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
Biodata Narasumber

Materi Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

Hasi| Evaluas Penyelenggaraan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
Fotokopi sertifikat peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

Dokumentas Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
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Digital Youth Entrepreneurial University _ UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Nomor : 082/DPPMP/UNISBANK/UM/V1/2026
Lampiran -

Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis
Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang

Di

Kabupaten Pemalang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan,
kami Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang
berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman
Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema
“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”:

Hari : Kamiss.d Minggu
Tangga/ Bln. : 25 s.d 28 Juni 2026
Tempat : The Royal Surakarta Heritage Hotd

J. Slamet Riyadi No. 6, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo
Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000,
- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 an. YAY PENDIDIKAN
DAN PENERBIT MAHASISWA IN, denganfasilitas akomodasi dan konsumsi sdlama 4 (empat) hari di hotel, seminar
kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi
dan praktisi pgjabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP: Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 12 Juni 2026
Direktur DPPMP,

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Stikubank

2. Sekretaris Dewan Kab. Pemalangs
3. Arsip

DIREXTORAT PENELITIAN, PENCABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKAZY
J Kenoeng V Bendan Ngledr, Somarung 50353
BN BLT4070 [ B2 Bl 1T
Lo ety Lutiahank 00 W
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unisbank.ac.id
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BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
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25 s.d 28 Juni 2026
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A. DASAR PEMIKIRAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola keuangan yang
transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Laporan keuangan pemerintah daerah bukan hanya merupakan dokumen administratif
tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas pengelolaan
keuangan daerah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
publik.

Dalam konteks tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai dasar evaluasi atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Opini BPK terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak
Wajar, maupun Tidak Menyatakan Pendapat, membawa konsekuensi yang perlu dipahami
secara mendalam oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD.
Opini BPK tidak hanya mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, tetapi juga
dapat menjadi indikator tata kelola pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal,
serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran penting dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya
dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman yang komprehensif terhadap Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan
menjadi sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tepat,
objektif, dan konstruktif. Dengan pemahaman tersebut, DPRD diharapkan mampu
mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan
kualitas pertanggungjawaban anggaran, serta meminimalkan risiko terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain aspek pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan, kapasitas fiskal dan
kemampuan keuangan daerah juga menjadi isu penting dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda,



bergantung pada sumber pendapatan asli daerah, dana transfer, potensi ekonomi daerah,
serta kemampuan dalam mengelola belanja daerah secara produktif. Keterbatasan
kemampuan fiskal dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan daerah,
terutama dalam pembiayaan program prioritas, penyediaan layanan publik, pembangunan
infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai
hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan
pembangunan. Pemahaman ini penting agar DPRD dapat memberikan pertimbangan,
arahan, serta pengawasan yang lebih berkualitas dalam proses pembahasan anggaran,
penetapan prioritas pembangunan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan
demikian, kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah
dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek strategis yang
dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara
optimal dapat memberikan nilai tambah ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, serta
mendukung pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak aset daerah yang
belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kendala administrasi, status hukum,
perencanaan pemanfaatan, maupun keterbatasan strategi kerja sama dengan pihak lain.

Sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah perlu dipahami sebagai
bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Melalui pengelolaan aset yang
tepat, pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai skema pemanfaatan aset yang
produktif, legal, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan
masyarakat. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa
kebijakan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan, memberikan manfaat
nyata bagi daerah, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten
Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menjadi

penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas



pimpinan dan anggota DPRD dalam memahami konsekuensi laporan keuangan pemerintah
daerah, memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,
memahami kondisi kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah, serta merumuskan
strategi pengelolaan aset daerah yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal
dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjalankan
peran kelembagaannya secara lebih efektif, khususnya dalam mendorong tata kelola
keuangan daerah yang akuntabel, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta
pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi
(DPPMP) Universitas Stikubank berperan sebagai fasilitator kegiatan, dengan mendukung
terselenggaranya bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan

peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten

Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai orientasi dan
pendalaman tugas anggota DPRD;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan lain yang relevan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

16. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah, pemeriksaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, kerja
sama daerah, serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

18. Surat ljin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor
895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.



C. TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS
Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman,

wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih
efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang
mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul
dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

c. Memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran daerah.

d. Meningkatkan wawasan DPRD mengenai kapasitas fiskal, kemampuan keuangan
daerah, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan pembangunan daerah.

e. Memberikan pemahaman mengenai strategi pengelolaan aset daerah yang produktif,
transparan, dan akuntabel sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan fiskal
daerah.

f. Mendorong DPRD Kabupaten Pemalang untuk mampu memberikan rekomendasi,
masukan, dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan aset
daerah dan kerja sama daerah.

g. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan
peran DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan,

akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema

“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” mencakup pembahasan mengenai
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penguatan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah, hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal daerah, serta strategi

pengelolaan aset daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan keuangan dan

keberlangsungan pembangunan daerah.

Adapun ruang lingkup materi kegiatan meliputi:

1.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK, dan Segala Konsekuensinya.
Materi ini membahas kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam sistem
pertanggungjawaban keuangan daerah, jenis-jenis opini BPK, makna dari setiap opini,
serta konsekuensi yang dapat timbul bagi pemerintah daerah. Pembahasan juga
mencakup pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian
dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Keberlangsungan Pembangunan
Daerah.

Materi ini membahas kondisi kapasitas fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah
dalam membiayai program pembangunan, serta hubungan antara kekuatan fiskal
daerah dengan keberlanjutan pembangunan. Ruang lingkup ini juga mencakup
pembahasan mengenai tantangan daerah dalam meningkatkan pendapatan, mengelola
belanja, dan menetapkan prioritas pembangunan secara efektif.

Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan
Fiskal

Materi ini membahas pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal, produktif,
transparan, dan akuntabel. Pembahasan meliputi strategi pemanfaatan aset daerah,
skema kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, serta peran DPRD
dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset dan kerja sama
daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan fiskal

daerah.

Selain ruang lingkup materi tersebut, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran

DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan

fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan



keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, pemanfaatan aset daerah, serta kebijakan
pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui ruang lingkup kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif dan aplikatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam
mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berpihak pada

kepentingan masyarakat.

D. OUTPUT KEGIATAN
Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten

Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil
pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Meningkatnya kemampuan DPRD Kabupaten Pemalang dalam memahami dan
menindaklanjuti substansi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari
penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Terbangunnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara
kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan
daerah.

4. Meningkatnya wawasan peserta mengenai strategi pengelolaan aset daerah dan sistem
kerja sama yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah secara legal,
produktif, transparan, dan akuntabel.

5. Meningkatnya kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam memberikan masukan,
rekomendasi, dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan
keuangan daerah, pemanfaatan aset daerah, serta perencanaan pembangunan daerah.

6. Tersusunnya rumusan pemahaman dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi
bahan pertimbangan DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi

pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah.



. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan

kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang,

dengan DPPMP Universitas Stikubank sebagai fasilitator kegiatan.

. Tersedianya dokumen administrasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten

Pemalang.

E. MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Materi Bimtek ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi

dalam kegiatan ini meliputi:

1.
2.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya
Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan

Daerah

. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal

Daerah
Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak DIm

Kegiatan Bimtek DPRD

. ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Pemalang tentang pembahasan “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d Minggu
Tanggal/ BIn : 25 5.d 28 Juni 2026
Tempat : The Royal Surakarta Heritage Hotel

JI. Slamet Riyadi No 6, Kec. Pasar Kliwon, Solo



G. BIAYA PELAKSANAAN
Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan Bimtek
membayar kontribusi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan

fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA
Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema ini akan dilaksanakan
oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini
kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam
mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Pemalang. Terima
kasih.

Semarang, 12 Juni 2026
Direktur DPPMP,

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.
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JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN PEMALANG

“K onsekuensi L aporan K euangan Pemerintah Daerah”
The Royal Surakarta Heritage Hotel, 25 sd 28 Juni 2026

No | Waktu | K egiatan/M ater i | Nar asumber
Hari Kamis, 25 Juni 2026
1 13.00-18.00 | Check-indanregristas di hotel Panitia
2 18.00-20.00 | Makan Malam Panitia
Hari Jumat, 26 Juni 2026
1 06.00 - 08.00 | Makan Pagi Panitia
2 08.00 - 09.00 | Pembukaan dan Sambutan 1. Rektor UNISBANK
2. Ketua DPRD Kabupaten
Pemalang
3 09.00-11.45 | Materi | Eko Suseno HRM, SE.,
ESQ : KetikaManusia Lupa M.M. 1.45 JP
CaranyaMenjadi Manusia
4 11.45-13.00 | ISHOMA (Sholat Jumat) Panitia
5 13.00-16.00 |Materi Il BPK RI
M ekanisme Dan Teknis 3P
Pembuatan L aporan K euangan
Dan Pembayaran Pajak DIm
Kegiatan Bimtek DPRD
6 16.00 - 16.30 | | stirahat Sholat Panitia
7 16.30 -18.00 L anjutan Materi |1 BPK RI
M ekanisme Dan Teknis 15JP
Pembuatan Laporan Keuangan
Dan Pembayaran Pajak DIm
Kegiatan Bimtek DPRD
8 18.00-20.00 | ISHOMA Panitia
Hari Sabtu, 27 Juni 2026
1 06.00-08.00 Makan Pagi Panitia
2 08.00-11.00 Materi I11: Ismail Amir, S.E., M.M.
L aporan Has| Pemeriksaan BPK, |(FITRA — Jatim) 3JP
Opini BPK dan Segala
Konsekuensinya
3 11.00-13.00 Materi 1V: Kemendagri RI
Kapasitas Fiskal, Kemampuan 2P
Keuangan Daer ah dan
K eberlangsungan Pembangunan
Daerah
4 13.00-14.00 ISHOMA Panitia
5 14.00-17.00 Materi V Kemendagri RI
Sistem K erjasama, Strategi 3JP
Pengelolaan Aset Daer ah untuk
M enaikan Kemampuan Fiskal
Daerah
6 17.00-18.00 ISHOMA Panitia
7 18.00-21.00 Lanjutan Materi V Kemendagri RI 3JP
Hari Minggu, 28 Juni 2026
1 06.00-08.00 Makan Pagi Panitia
2 08.00-10.00 Perumusan Hasil Diskus Tim Perumus (Akademis) 2JP
3 10.00-11.00 Pembagian Sertifikat dan Penutupan | DPPMP
4 11.00-12.00 Check-out Panitia




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan,Beji Taman Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52361
Telp/fax. (0284) 321006,321377 Pos el : setwankabpemalang@gmail.com

Nomor : SR/500.12.18.3/949/SETWAN/2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis
Kepada

Yth.

Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat
dan Publikasi Universitas STIKUBANK
di

Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang, kami Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mengharapkan
kerjasama dengan DPPMP Universitas STIKUBANK Semarang untuk dapat
memfasilitasi  pelaksanaan  Bimbingan  Teknis (Bimtek) yang akan
diselenggarakan pada :

Hari : Kamis s/d Minggu
Tanggal : 25 -28 Juni 2026
Tempat : Kota Solo

Adapun fasilitas yang kami harapkan dengan biaya kontribusi sebesar Rp.
5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta adalah
Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, tas/souvenir,
laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis , Narasumber dari Badan Pemeriksa
Keuangan, Kemendagri RI dan Akademisi serta pendampingan selama mengikuti
kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terimakasih.
Pemalang, 15 Juni 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :

1. Kabag Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kab. Pemalang;

2. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Pemalang;

3. Arsip


mailto:setwankabpemalang@gmail.com

DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.PEMALANG

NO NAMA JABATAN

1. Drs. H. MARTONO, M.A KETUA DPRD

2. SLAMET RAMUJI WAKIL KETUA DPRD
3. H.M. WARDOYO, S.E WAKIL KETUA DPRD
4. ARIS ISMAIL, S.A.P WAKIL KETUA DPRD
5. FAHMI HAKIM, S.H,.M.M KETUA KOMISI A

6. INDIANTO, S.H WAKIL KETUA KOMISI A
7. ANITA HANDAYANI, S.Pd SEKRETARIS KOMISI A
8. NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li ANGGOTA KOMIS A
9. RIA KURNIAWAN, S.Pt ANGGOTA KOMIS A
10. SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I ANGGOTA KOMIS A
11. H. ABDUL MUHAIMIN ANGGOTA KOMIS A
12. HERU KUNDHIMIARSO ANGGOTA KOMIS A
13. Hj. YANINGSIH, S.H ANGGOTA KOMIS A
14. SOLICHIN, S.Ag ANGGOTA KOMIS A
15. HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si KETUA KOMISI B
16. SISWANTO WAKIL KETUA KOMISI B
17. FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M SEKRETARIS KOMISI B
18. Drs. BAMBANG SETIJONO ANGGOTA KOMIS B
19. ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn ANGGOTA KOMIS B
20. H. MUKHTARUDIN ANGGOTA KOMIS B
21. AZKA AMANAZAR, S.H ANGGOTA KOMIS B
22. RIFATUR ROSIDAH ANGGOTA KOMIS B
23. WANDIAS PURNOMO, S.H ANGGOTA KOMIS B
24. KHODORI, S.Ag ANGGOTA KOMIS B

25.

DALIWAN, S.Pd

ANGGOTA KOMIS B




26.

Drs. HEPI PRIYANTO, M.M

KETUA KOMISI C

27. IDA MULYANI, A.Md WAKIL KETUA KOMISI C
28. RINA TIYASTUTI SEKRETARIS KOMISI C
29. RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H ANGGOTA KOMIS C
30. Hj. ELI RIYANTI ANGGOTA KOMIS C
31. Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M ANGGOTA KOMIS C
32. AJENG TRIYANI, A.Md ANGGOTA KOMIS C
33. IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T ANGGOTA KOMIS C
34. Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si ANGGOTA KOMIS C
35. AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd ANGGOTA KOMIS C
36. Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm ANGGOTA KOMIS C
37. SRI HARTATI KETUA KOMISI D
38. H. NURYANI, S.H., M.H WAKIL KETUA KOMISI D
39. KASMINTO, S.H SEKRETARIS KOMISI D
40. DWI LAKSARI, S.Pd ANGGOTA KOMIS D
41. LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H ANGGOTA KOMIS D
42. MA'MUN RIYAD, S.Sos ANGGOTA KOMIS D
43. SUBANDI SYUHADA ANGGOTA KOMIS D
44. RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi ANGGOTA KOMIS D
45. ADI WIRARSO ANGGOTA KOMIS D
46. Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E ANGGOTA KOMIS D
47. MOKHAMAD SAFII, S.Ag ANGGOTA KOMIS D

48.

dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI

ANGGOTA KOMIS D
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BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingqi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026

Jakarta, 4 - Agustus - 2021

———

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif
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PERJANJIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PEMALANG

ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DIREKTUR DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS STIKUBANK

Nomor : B/500.12.18.3/ /SETWAN/2026
Nomor : 086/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MULYANTO, MAP
Jabatan  : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat : JI. Perintis Kemerdekaan, Beji, Taman, Pemalang

Bertindak Sebagai Pihak Pertama

II. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.

Jabatan : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Publikasi, Universitas STIKUBANK

Alamat : JI. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang 50233

Bertindak Sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini kamis tanggal delapan belas bulan juni tahun Dua ribu dua puluh
enam, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan perjanjian kerjasama
Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang
selanjutnya dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pihak Pertama
dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur
sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam
rangka pelaksanaan kerjasama Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup
kesepakatan;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan Para
Pihak dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanan program
kerjasama dimaksud.



Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
Materi;

Pembicara;

Metode;

Waktu dan jadwal pelaksanaan;

Konsumsi;

Sertifikat;

@m0 oW

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pihak Pertama, berkewajiban untuk :

(2)

a.

b.

Mengadakan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama dengan Pihak
Kedua yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak;
Mengirimkan para peserta Bimbingan Teknis dari unsur Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagaimana Surat Perintah
terlampir;

Melakukan koordinasi dengan Para Pihak dalam upaya pemecahan
masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya;

. Memfasilitasi biaya kontribusi untuk masing-masing peserta sebagaimana

surat penawaran.

Pihak Kedua (Panitia Penyelenggara / DPPMP Universitas STIKUBANK
Semarang), berkewajiban:

a.

Bersedia menyediakan narasumber sesuai kompetensi, bidang dan
keahliannya terkait dengan tema Bimbingan Teknis atau kegiatan
lainnya;

. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan

Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
Bersama-sama dengan Pihak Pertama dan instansi terkait dalam upaya
melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap Bimbingan
Teknis DPRD serta menentukan waktu pelaksanaan;

. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

dan mengikat ke dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang
serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis sebagai
sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD;

. Menyiapkan materi, narasumber, moderator, metode pembelajaran,

konsumsi, sertifikat dan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia
Penyelenggara sebagai pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi
masing-masing peserta Bimbingan Teknis;



f. Sertifikat sebagai dimaksud huruf (e), penyelesaian administrasinya
menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

g. Menyusun laporan akhir kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Pasal 4
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 sampai tanggal 28 Juni
2026 dengan tempat sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5
Materi

Materi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf e meliputi :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konskuensinya;

b. ESQ Peningkatan Kualitas Diri

c. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan
Pembangunan Daerah;

d. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan
Kemampuan Fiskal Daerah;

e. Mekanisme dan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bimtek DPRD.

Pasal 6
Model Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab atau kegiatan lainnya sesuai
kesepakatan para pihak.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama
ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang yang akan diberikan kepada
Pihak Kedua sebagai Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis.

Pasal 8
Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir
pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan Bintek dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Para Pihak.



Pasal 9
Perselisihan

(1)Segala peselisinan yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;

(2)Apabila penyelesalan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka para pihak
sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10
Addendum

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur
kemudian atas persetujuan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian
kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya
bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-
masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Fihak Pertama Pihak Kedua
Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Direktur DPPMP Universitas STIKUBANK
- Semarang

Drs. MULYANTO, MAP Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor

Lampiran :

Perihal

Semarang, 23 Juni 2026

: 893/PT02/1174.688/2026 Kepada :
1 (satu) bendel

: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas STIKUBANK
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 235/).01/UNISBANK/UM/VI/2026, tanggal 18
Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan hormat disampaikan bahwa kami
telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan
menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan
rekomendasi pelaksanaan kegiatan Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan 28 Juni
2026 bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai
berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan
metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga
pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang
bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan
kompetensi anggota DPRD;

3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah
ditetapkan meliputi:

a. ESQ : Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia;

b. Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran
Pajak dalam Kegiatan Bimtek DPRD;

c. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya ;

d. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan
Pembangunan Daerah;

e. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan
Kemampuan Fiskal Daerah;

4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban
keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;



5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)
secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan
seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas
pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis
(Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa
diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan
penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;

4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;




DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.PEMALANG

NO NAMA JABATAN

1. Drs. H. MARTONO, M.A KETUA DPRD

2. SLAMET RAMUJI WAKIL KETUA DPRD
3. H.M. WARDOYO, S.E WAKIL KETUA DPRD
4. ARIS ISMAIL, S.A.P WAKIL KETUA DPRD
5. FAHMI HAKIM, S.H,. M.M KETUA KOMISI A

6. INDIANTO, S.H WAKIL KETUA KOMISI A
7. ANITA HANDAYANI, S.Pd SEKRETARIS KOMISI A
8. NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li ANGGOTA KOMIS A
9. RIA KURNIAWAN, S.Pt ANGGOTA KOMIS A
10. SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I ANGGOTA KOMIS A
11. H. ABDUL MUHAIMIN ANGGOTA KOMIS A
12. HERU KUNDHIMIARSO ANGGOTA KOMIS A
13. Hj. YANINGSIH, S.H ANGGOTA KOMIS A
14. SOLICHIN, S.Ag ANGGOTA KOMIS A
15. HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si KETUA KOMISI B
16. SISWANTO WAKIL KETUA KOMISI B
17. FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M SEKRETARIS KOMISI B
18. Drs. BAMBANG SETIJONO ANGGOTA KOMIS B
19. ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn ANGGOTA KOMIS B
20. H. MUKHTARUDIN ANGGOTA KOMIS B
21. AZKA AMANAZAR, S.H ANGGOTA KOMIS B
22. RIFATUR ROSIDAH ANGGOTA KOMIS B
23. WANDIAS PURNOMO, S.H ANGGOTA KOMIS B
24. KHODORI, S.Ag ANGGOTA KOMIS B

25.

DALIWAN, S.Pd

ANGGOTA KOMIS B




26.

Drs. HEPI PRIYANTO, M.M

KETUA KOMISI C

27. IDA MULYANI, A.Md WAKIL KETUA KOMISI C
28. RINA TIYASTUTI SEKRETARIS KOMISI C
29. RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H ANGGOTA KOMIS C
30. Hj. ELI RIYANTI ANGGOTA KOMIS C
31. Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E, M.M ANGGOTA KOMIS C
32. AJENG TRIYANI, A.Md ANGGOTA KOMIS C
33. IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T ANGGOTA KOMIS C
34. Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si ANGGOTA KOMIS C
35. AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd ANGGOTA KOMIS C
36. Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm ANGGOTA KOMIS C
37. SRI HARTATI KETUA KOMISI D
38. H. NURYANI, S.H., M.H WAKIL KETUA KOMISI D
39. KASMINTO, S.H SEKRETARIS KOMISI D
40. DWI LAKSARI, S.Pd ANGGOTA KOMIS D
41. LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H ANGGOTA KOMIS D
42. MA'MUN RIYAD, S.Sos ANGGOTA KOMIS D
43. SUBANDI SYUHADA ANGGOTA KOMIS D
44. RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi ANGGOTA KOMIS D
45. ADI WIRARSO ANGGOTA KOMIS D
46. Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E ANGGOTA KOMIS D
47. MOKHAMAD SAFT'I, S.Ag ANGGOTA KOMIS D

48.

dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI

ANGGOTA KOMIS D




Digital Youth Entrepreneurial University ' UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah™
pada tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, di Hotel The Royal Surakarta Heritage

| NO NAMA N e - o
i Jabatan  25Juni 2026 | 26 Juni 2026 | 27 Juni 2026 |E8Juniznzo
| S = | i =
I Drs. H MARTONO, MA. Ketua | 2 . el T
= Sy
2 ! SLAMET RAMUII Wakil Ketua
|
3 |HM WARDOYO, S.E. Wakil Ketua |
== ] |

b

ARIS ISMAIL, S.A P. | Wakil Ketua y»———~ e |

DMEXTORAT FEMELITIAN, FENGABSDAN MASTAFUANXAT DAN PUSLIKASI
A Herdeng V Becden Ngncr, Serarsng S0230

st b S e e unisbank.ac.id

0 | OPOMEedy Lresiints s
ADOM ST !




Digital Youth Entrepreneurial University : UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

5 | FAHMI HAKIM, SH..MM. Anggota
6 | INDIANTO, S.H. Anggota
7 | ANITA HANDAYANI, S.Pd Anggota
Q I':”|I|R AFNA IS'I'IQOM-'\H.i Asiggota
9 | RIA KURNIAWAN, S.Pt. Anggota
10 | SUBUR MUSOLEH, S.Pd.L. Anggota
| 11 | H. ABDUL MUHAIMIN | Anggota
12 | HERU KUNDHIMIARSO | Anggota R

DIREXTORAY PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAXAY DAN PUBLIKAS
Ji Keodeoy ¥ Beoden Ngaor, Semareng S025)

o8 S4TA0N0 T |eB2) BALI TS 3 o
0 SOOMOSt LeaDark a0 o unisbank.ac.id

LT e e )




Digital Youth Entrepreneurial University ALLS UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

13 I Hj. YANINGSIH, S.H Anggota
14 ‘ SOLICHIN, S.Ag. Anggota
.  HM. AGUS SUKOCO, S.LP., A

15 M Si Anggota

16 | SISWANTO Anggota

17 FAHMIDH DHUHA, S.M., Apsas
| M.M. OREERA
} o— —

|
I8 | Drs. BAMBANG SETIJONO Anggota
ARIF LUKMAN MUSLIM,

1 S H. MKn Anggola

20 | H. MUKHTARUDIN Anggota

o“l’om"“"‘LlYM< PENAABDAN MASYANAKAT DAN PUBLIKASI
A Nerdeny V Bendan Ngisot Serarang S0033
% y ’ g 11

Wi 1953 B =
unisbank.ac.id

“
£ ROMOO0L BN 8 &
SO LEhark




Digital Youth Entrepreneurial University L2 UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

21 | AZKA AMANAZAR, S.H. Anggota
22 | RIFATUR ROSIDAH : An;_:guta
23 | WANDIAS PURNOMO, S.H. R Anggota
24 | KHODORI. S.Ag. : /;tggola
| 25 | e | Anggota
| 26 | Drs. HEPI PRIYANTO, M.M. Anggota
j? IDA MULYANI, A.w.___w | .';nggota
7 28 RINA TIYAST[;I’IM ] Anggota

DMEXTORAY PENCUTIAM, PENGABDAN MASYARANAT DAN PUSILIKASI
A Narcieng V Bendan Nguoc, Sermarang 507239

42 MW

unisbank.ac.id




Digital Youth Entrepreneurial University

UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

| =

RINALDI FIRDAUS
2 p
2 |k AUTSAR, S.H Anggola

30 | Hj. ELI RIYANTI Anggota
| 31 | Dr. H. NOOR R(‘)SY;\l)l. SE, Anggota
{ 32 | AJENG TRIYANI, A.Md. Anggota

33 | l\l/& '\]lJ] J\El\l AL AL IMI. Anggota

S.T.

14 | Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, Aot
’* | S.E. M.Si. Anggota

- AGUS MU'TASHIM BILLAH.

35 s Anggota
S.Pd.

36 \pt MUHAMAD AKMAL, y—
S.Farm. o

om:xrmn'nunmn\ PENGABDIAN MASYARANAT OAN PUBLIKASI
A Kardeng V Berdan Ngisor, Sermarang 50233

P02 BATART0 | LR A e

0 SppmBecy. Ungtare ac

dope bt ac 0

ébk

unisbank.ac.id

— |
- N
/2 272397 | ¢ //277»3 2 |

/. ;
. ,-??/p}ﬂ .

———— - ————

[ | O




Digital Youth Entrepreneurial University

UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

-d
-1

SRI HARTATI

' H. NURYANI, S H., MH

KASMINTO, S.H.

41

42

Y
.
-’

T T——

44

DWI LAKSARI, S.Pd

—_— e

LINDA DWI BHUANA PUTRI,
S.H.

MA'™MUN RIYAD, S.Sos,

SUBANDI SYUHADA

RIZALDI RAIS HANDAYANI, |
S.Pi \

DUREKTONAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASE
JL Keordeng ¥ Bence Ngawy, Semareng 52710

T ol 344000 1 ol B
*  pomlechu umaiark ac 2

-

L

0001z ‘ . : | "b‘/ C%
Anggota 'fgc_ ' | L&

Anggota = ,,---"-7"7‘ ]
ngb //tr?’_./ (-/’ ‘C':__,-’--

Anggota

Anggota

Anggota

unisbank.ac.d




Digital Youth Entrepreneurial University « UNIVERSITAS

STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN-

MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

45 | ADI WIRARSO Anggota
| 1 ‘Ilgljt’/d.f\l-llNDiN ALHALIM, | -‘;nggma
47 | MOKHAMAD SAFTT, S Ag Anggota
- dr. IRMA SURYANI Aisiis f

WIDYASTUTI Hin

DRREXTOMAT PENELITAN, PENGABDIAN MASYANAKAT DAM PUBLIKASI
A Ker r ¥ Bendan Ngaoe Serarang 3000
1 relx

unisbank.ac.id




BN T W GELT LaO

proeyueqgsiun D0 I T D

S
iR e JRYLS N

206 Dammucg ouliy yopusg A Duepwey v

ISYNITANG NYO INYIIVASYW NYIQRYONGJ ‘NYLLITINGY 190 L

—_ Y USepusway IWIN "dLS'S "uay oy oury | rd
wief Y114 | WA TS Gnuy [rews] |
= |
| [VORN.L VANV.L F ISNV.LSNI p VINV¥N ON

97O wnf £z “a8ejuay eueyeng [B40Y 24| [210H
LJeaaeq yrijuow g ueduenay uerode] suanyasuoy,,

ONVIVINAD NULVAIEYY Aadd SINMALNVONIFWIY
HHIWIASVIVN UHIAVH dVLAVd

ISYHITENG NYO AYAYHYASYIN
“NYIOS8VYONId NYLLINTENId IVHOIMIHIO

ANVENMDIILLS

SVLILISHIAINN

Aysaaniun) jeunauauadauaiuzg yinok jenbiq



[ 5 TRR T

proeyueqsiun PSR RN SRS -

[ RN L e | DRI YR IR
CE00% Sunimung oy uepeeg A Suspuey T
MMNNENE NYD LNVUYASYW MIORYOND ‘NYLLITINGY IYB0LINTW0

o

. yedua | emer -
\A&{g ISUIAOS UBpIYeAURd 1Y NdE “IS' ©T°S ‘efelq eung efiueg snies) W'Y

_ '

|
|
|
\
\

W "d'S WYH oussng 0y * |

—

4 MSN IsTuapeyy

7
_
e —— !
|
_

NVONVI VANY.L ﬁ ISNV.LSNI

. — el ]
VINYN _ oi

9TOT N[ 97 ABeuaH vueyEIng [BAOY 241 [210H
LYEIE(] YR wag ueduenay uerode | isuanyasuoy,,

ONVIVINId NHLVAIIEVY dAadd SINMALNVONIgINIE
HUIWIISVIVN UIAVH AV LAVA

ISVYHITENA NYO LYAYHYASYWN
“NVYIOSVYONId ‘NVYLLINTINId IVHOIMIHIO

JANVENMIILS

SYLISHIAINN \Aﬂ.umkm\—m:: jeunsuaudagsiuzg yirnok jeubic




TIMILTETET R e

)

i - » it ~
At 2T BaBa P Ped A IV Rt r e P et r s Pt e It e T S P SR R ST S NI TS S I S P T e N N T S T T T AT

IALIIA BN LIS A SISASALASAL ML 0D P AR IESIRPA G SASIEADN BILALAS2 SAPALALADIZI S 31 31 D LLASAGL 2374 AT

£06£ 401190 "NOIN
ISTW T3S ‘peseydsnyg uay3 ug
T,

9707 Wnf 62 ‘Sueiewss

"a8eiUay eueyRINS 1eA0Y 3Y) 1910H 1p jedwayaq
d ualedngey O¥dq 1eLeIBLNeS ueBuap ewese(1ayaq Sursewag (YNYESINN) Jueqnyils
«Yedoeq ymuuaway urBurnay uesode] jsuanyasuoy,, | Bwaj uesuap SINMIL NYONIGWIF

LLIAIONIW HYT3L

ONVIVWId NILVdNEV) a¥da Isue3suy|
VNL3N:  uejeqer
'V'W ‘ONOLYVW H 'siq: ewieN

- Bmyeq uyeiedusiy ‘ejoy/usiedngey yeiae( 1efyey ueyemiad uemaq
UBP |SUIN0.g Yeiaeq Jeyey uejjemiad uemaq 1083uy sedn| uewe)epuag uep iseuaL) Bueludl $Z0Z UNYBL 9 JOWON
BiSauopu| yiignday weBan wejeq uajuaw ueimelsd ‘yesse(q ueyeiuuawag ueeleSBuajaluag uesemeBuagd UBRUIQUISY LRIOPI4
BuRjUa] /107 UNYR] 7] JOWON Yeluliswag ueimelag uessesep.iaq Buesewas (YNYESINM) HUBGMIIS SeISISAIN 1071434

9ZOZ/IN/JS/ANVESINN/TOT/TT0 : XNVBSINN Jowon
IHOVANININ Was48/ [EEEEGB:  W(OSdS Jowop

12/ (11NN

(dWdda) ISY)IT8Nd NV LYNVEVASYW NVIGEVONId NVILITIN3d LYNOLY3NIA
ANVEMIILLS SYLISYIAINN

"920Z \unf" 8Z P°s 67 1288ue) e)nw ‘Suejews
SElISISAlUN yao ueyeieBBuajasip Suek

A LAV i SaE e




R e R e R e s e o A e e an e L o TR SR SRR FE RS RN o RS TR R ST AR PR AT E 2 ) L5 T

E06LL01T90 "NAOIN
IS'IN TS ‘peseydsng vag3 ug

970Z wnf 62 ‘Buelewsas

‘adrILaH eueyeINs (eA0Y Uyl 1910H 1P 1edwaliaq
'9Z0Z 1unfr 87 'p's 67 1e88um e ‘Suejeway uajedngey Quda 1eLRanes ueduap ewesellayaq Buelew as (YNYESINN) yueqnyias
SENSIANN Yo umjesedBuaiasip Suel yesseq YRjupawag ueBuenay uelode jsuanyasuoy,, : Bwa| uesuap SINMIL NYONIawIg

ILIIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEav) Qdda :  Isueisu
VNL3IN TMVM @ uejeqer
IFNWYY LIWVYS - GWEN

- BMUEq URieiefuaw ‘@10 /usjedngey yeiaeq JeAyey ue)emiad uemaq
UBP ISUINOY yriae( Jefyey uejeMiad uemaq 21088uy sedn| ueweiepuag uep |SejuaLI) BueIud) 707 UNYEL 9 JOWON
BiSauopuy yiignday LadaN wejeq uajuaw ueimelsd "yesaeq ueyeiuuswag ueesedBus|afuag uesemeBuag ueeu|quiad UBLWIOPa
SURIUS) /107 UNYE] 7| JOWON YRjUpRwWad ueimessd ueysesepiaq Buesewas (MNYESINN) YUBGMIIIS SesIaAtun 10149y

SZOZ/IN/AS/HNVESINN/OI/TTO : XNVESING Jouon
IHOVANINGA Wasda/ /EE'EEB8:  WQSIE JowoN

eqYnang

(dWdd@) ISYMIT8Nd NYQ LYHVEVASYW NVIGEYONId NYLLITINId LYNOLYINIa
ANVEMIILS SYLISHIAINN

P LDy 03T v S Ra B et bt rd i B B Rt e Pt B S S s St e T SR R R R R 1T SR S E I IV S T D RIS R D O P D D B DT DA D T e T

ST IS

"
)
)
'
'
»
4
)
‘
"




EOGLLOTTS0 "NOIN
IS 3'S “‘peseyidsng uag3 g

D B

ALTRLIMIM TV L e iy .“%l
P
¥ ok

. !

L :

I \

g |\

SPDISHAAIND

Jopey J &
970¢ wnf 52 ‘Bueiewas

Y

"@8RILSH eueNRINS [RAOY 3 1910H 1P jedwaliaq
[eWaq uajedngey qydq 1eLeIaNSS ueSuap ewesel 1anaq Buelellas (YNYESINN Juegnyis
«YRIIEQ YRauuawag ueBuena)y uesode] jsuanyasuoy,, : ewaj uesuap SINMIL NYONIgw!g

LLAMIONIW HY 3L

ONVIVW3d NILVdNavi Q¥da : isuejsu)
VLI THYM - uejeqer
"3'S ‘OAOQUYM "W'H : RIISN
- BMUEQ ueyeIRAuaL ‘R10y/ uajedngey yelaeq jeAyey ueeMIa4 LBMS(Q
UED 15uiaoid yelaeq Jedyey uepyemiag uemaq e1o8suy sedn| uewejepuaq uep |SeuaLp SURIUS) FZ0Z UNYEL 9 JOLION

BlSsuOpu| YKinday 11a8aN wejeq uauaw URinjelad ‘yesaeq ueyejupiswag ueesediusiafuag uesemesuay ueeuIquiad uewopad
dueiual /102 UNYEL 71 JOWON YRIULISWEY URINIBISG URNIBSeP.Iaq BueIRWaS (HNVESINN) HURGNYIS SBSIaAIUN oy

SZOZ/INJSHNYESINNAOF/TTO : XNYESINN Jowop
IYOVANIWIN Wasda/ JEEEEBR:  INQSH 20wop

112 TTT1NEN

(dWdda) ISV)IT8Nd NVA LYNVEYASYW NVIGEVONId NYILIT3NId LYNOLYINIA
ANVEMIILS SYLISHIAINN

.i; Sttt itatstsgititas T.u.q\w;_1;._;w...»...n..:ﬁ.nn&:.;z-.ausunnﬂzﬂ%g“?ﬂ.vvn‘vfw_u..n.b...??ﬂ-?n;.%& Trietels Mgt

‘9207 tunr 8z 'p's Gz 1e88uey lejnw ‘Sue
SeYSIaAIUN Yo ueyeseEBua|asip Buel




TIFRWIIIIFIII S

=3

e

SAIADAIFEASILTE DRI LR PR PSSR ER R LRI PA LR e g A PASINAPITIL L GATAIASALAL 032323 70403

£06/0T190 "NAIN
IS “3'S ‘peseldsng uag3 ug

by i )
A .rl»_a',,
3 ...—
s IS¥3AInn | y
sm L _., .,....u

P9y J2
S70Z wnf gZ ‘Bueiewasg

4R LAY TR T

‘aBei1UaH eleNeINS |RADY Y1 1310 |p Jedwauaq
'9Z07 unf gz 'p's 67 |eSsue) teynw ‘Buejewsy uajedngey qudq JeLRIRINSS UeBuap ewese(1ayaq Suesewas (HNVESINN) JUBqmyLIS
SEjIsIaAlUnN Yo ueeseBiua)esip Suek yesoeq yejupawag ueBuenay uesode] jsuanyasuoy, : Bwa) UeSUIP SINNIL NYONIgWIE

ILAXIONIW HY 3L

ONVIVW3d NILVdNEV) Q¥da : isuejsu|
VNL3INA TNVM ¢ uejeqer

'd'V'S “1IIYWSI SV ¢ —y

- Bmyeq ueyeefuaw “e10)/ualednqey yeiaeq Jelyey UelIemIag uemaq
UBp ISUINOY yeiae( Jefyey uejemiad uemaq ejo8suy Se3n| uewejepuay Uep (SeIUSLIQ SURIUA] PZOZ UNYEL 9 JOWON
BISaUOPUS yignday LIa8aN wWeeq LISJuaw ueinmeiad 'yesseq ueyejupsway ueelseBiusialuay uesemesuagd UBRUIqUIad URLLIOPS4
8ueual /|0z unyey Z| JOWION Yejuliawag ueinjelad ueaeseplaq Bueiewas (YNYESINND) HURGNYIIS SBIISISAIUMN JOPaY

SZOT/INGS/INVYESINNAOT/TIO D ¥NVESINN JOWON
IHOVANIWIN Wasda/ JEE'EE6B:  NOSdE owop

12 [TTIVRAN

(dWdda) ISYNITENd NV LY)VEVASYW NVIGEVONId NYILITINId LYNOLNINIA
ANVENIILS SYLISHIAINN

.Jan.nqn..-,;w-‘»-.m-,-ar.n— Prh e b b e e S ST T I L s T T S TS SR SN T SR SR S TR TS PR DN PO e R e S DY B D R D D21 R e 2e 191D B Tr D




P e R e B o e B e e L A B S e Y T Oy e T T T R Y T LR S T R VY S XY R e R T

it
4

\
]

—

S = L

33

ol Sl S A

E06LLOTT90 ‘NQIN
WWIS

ALIINANIT TG ()

‘aBelliay euyeIns (efoy ay ) 19104 Ip Jedwaliaq
‘9202 Junr 87 "p's 6z 1e@8ue) teynuw ‘Bueiewaq uajednqey QudQ J1IRIINIS uedusp ewese(1ayaq Suelewas (YNYESINN Jueqmyis
SENsIaAiUN Y10 ueyesedBua)asip Suek  yesaeg Yejupswag ueBuenay uviode [SUsnyasuoy,, : Bwal UeBuap SINYIL NYONIgWIE

LLAMIONIW HY 131

ONVIVYW3d NILYdNGYX Qyda isuejsu)
V ISIWOX YNL3IA uejeqer
"WW H'S ‘WIVH IWHY4 eweN

- BMyeq ueyeeiuaw ‘eyoy/uaiedngey yesaeq JeAyey uejiyemiad Uemag
UED ISUINOYg YRR Jedyey uejjemiad uemaq e108Suy SeSn| uewejepuad uep 1Seuall0) SuRiual pZOZ UNyeL 9 JOUSON
BISaUOpu| yjiqnday LaBay wejeq LU uRImeiag ‘Yesseq ueyejuuswag ueriedSua)aiuay uesemesuad ueeuIquISd uewopad
Suejuay /107 unyep (1 JOWON yejuLisiag ueinlelad ueysesepiaq Suesewas (INVESINN) HUBqnyIIS SRIUSIDAIUN J0IYSY

9Z0Z/IN/AS/ANYESINNAOT/TIO : YNVASINN Jouwsop
IHOVANIWIN WOSdH/ JEEE'E68:  INQSAE Jowop

eqYnang

(dWdda) ISV)IT8Nd NVA LYNVEVASYW NVIGEYON3d NVILIINId LYNOLNINIG
ANVENAILLS SVLISHIAINN

?A TR S T T Tt R S S T T D S D T I P B e T DU Sr T P De S 1D B 1 S B B S e P e D P Ry Py Sr te et d s dvt e ] 2




b e R e e A e i R e R T e N Y e & = o L e e T o T T L O e T e T R e P T R RO e YT TRy

£064£0TT90 ‘NOIN
SN “3°S ‘peseidsng usp3 29

B R R e L B

.

by TN

A LENBAND TV I D g \ \%@W.
&
syLifhasinn |
ey " Y

9707 WNf ¢ ‘Buelewasg

B e i e

"88RILIAH RLIRNRING JRAOY AU L 1910 1P Jedwaliaq
‘9202 unf 8Z ‘P's 67 1eBBur) 1ejnW ‘Buejewayd uatednqey axda jelelans ueduap ewesel1ayaq Bursewas (MNVESINN) Nueqryiis
SEYSIBAIUN Y310 ueyeseBBua)esip Suek , yesarg yRaupaway urBuena) ueiode |SUANYASUOY,, © BWA| URSUSD SINNIL NYONIgWIg

ILMADONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEv) a¥da : Isuejsu|
VISIWOX VNLIX TINVYM ©  uejeqer

"H'S “OLNVIANI : )

- BMmyeq ueyejeiuaw ‘e1oy uajedngey yeiaeq jelyey URIEMISd UEMI(]
UEP |SUAOLd RiaRg Jeley ueiemiag uemaq e3088uy seBn) ueweepuay uep ISRIUSLIQ BUBIUS] HZ0Z UNYEL 9 JOWOoN
BISauopu| Wgnday LaBaN wejeq Lauaw ueINIRIad ‘yesaeq ueyelupsway ueeledBuajafuag uesemeBuay ULRL|IGIaY ueLwopa
BURIUS) /107 UNYRL 71 JOWON YRlupawag ueimesad uessesepiaq Suesewas (YNYESINN) JULGMINS SBISISAIUN 109y

QZOYINASANYESINNAOT/TTO : NNVESINN J0WoN
IHOVONIWIN WASd8/ JEE'EEG8:  WQSdE Jowopn

1Y Y1128

(dWdda) ISYAITENd NVG LYNVEVASYW NYIGEBYON3d NYILITINId LYNOLNINIA
ANVENIILS SYLISHIAINN

W.a.w«nugn»r" xR 17brP e tret= i AL 3 PRSI IR St v DI PR M DI R Rr T P y Br R R PR B Sx Pt PP rby I B B Bty Pt b bt S PR R I SIS sy S e

R e R

=

e

b
Kl
»
!
|
-4
!
¢




| i e e e e e e e e e e A A e e s e e e L O T O O Y L Y e e R T Y T R = Er
1

DR

STITETIYERTE

B

AR S S

:
.

I R o Rk R e

X3 S ISR IPE JLPP AP TSI DI

r.nn«“ua—aﬂﬂaﬂ.}—d T TVIVT AT T B TI S D T P e 1t PR 2y =3

€064L0TT90 "NAIN
ISTW IS "peseydsng uey3 g

v
CLTRIAND T e .

werhey v (59
9707 1unf 67 "Bueiewas -

"a8ejuay euRyRINg (efoy ) 1310H 1p Jedwaniaq
'9207 Junr 8T 'P's 57 |eBBue) 1ejnw ‘Suejeway ualedngey Qudq 181Ie1aIes LeBUap ewese(1ayaq BURIRWSS (YNVESINN) NURGNYIS
SEUSIANUN Y310 ueyeseBBudesip Buek  yesaeq yejupawag ueBuenay uelode] jsuanyasuoy,, : ewa) ueBuap SINMIL NYONIGWIS

LLAXION3IW HY13L

ONVIVW3d N3LVdNEv) a¥da : isuejsu|
YV ISIWOX SIIVLIIUN3S ©  uejeqer

"‘Pd’S INVAVANYH VLINY : eweN

© emyeq ueyeieiuaw ‘e0y/udledngey yelaeq 1eAyey Uy eMmIad uema(
UBP ISUIAO.4 yeiar( Jelyey uejiyemiay uemaq ejo8Buy sesn| uewejepuad uep |sejuaun Suejual pZ0Z UNYRL 9 JOWON
RiSauopu] Yy |qnday LsBaN wejeq LAY ueIMElay ‘Yesseq uRyRuLIaWag ueesedBua)afuag uesemeduay ueRLIGUId URIOPaY
Suejua) /107 unyel 7| JOwoN Yelupiaiuad ueinjelad uesiesepsaq Suelewas (YNYESINN) HURGNRIIS SRIUSISAIUN JOIOY

SZOZINESHINVESINNA O F/TTO : NNVSSING 20WwoN
IHOVONIWNIN NQSH8/ JEEEEGS:  NQSHE Jowop

1211128

(dWdda) ISYMITENd NVQ LYNVEVASYW NVIGEYONId NVILITINId LVHOLNINIa
VENAILS SVLISHIAINN

I fvReSt ettt st et b deatetubrtetutvda it




E064£0TT90 "NOIN
IS 3°S "yesendsng uay3 g

"98RILISH PuRNRINS 12A0Y 3| 1910H 1P 1edwaliaqg
'9Z0Z Junf 8Z 'p's 67 1e83uey 1enw ‘Buejewsad uayednqey qudq 1e1RIBINSS ueSuap ewese(1a4aq Suelew ag (MNVESINN) Huegnyils
SEUSIANUN yao ueseseBBUS)esIp Suek | yesaeq yeiuuawag urBuenay uesode (suanyjasuoy,, : ewa) UeSuap SINYIL NYONIaW!D

ILMIONIW HYT13L

ONVIVW3d N3LVdNEV) Q¥da :  Isuejsu
V ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
"17°S ‘HYWOOLLSI VN4V ¥NN : RN

- Bmyeq ueejeduaw 10y usiedngey yesae( 1elyey uejemiad uemaq
UBP ISUIADLd Yeiaeq JeAyey UR|EMIAd ueMmaq 21088uy sedn| uewe)epuag uep 1sejual( BurRIUS) FZOZ UNYRL § JOWON
BISaUOpU| yiKgnday LeSaN wejeq Lauaw ueimelaq 'yelseq ueyriuuaway ueeleBBualaluay uesemelusy ureUIGQUISY uewopad
BURIUS] /107 UNYRL 71 JOWON YRluLiawag ueinielag uenlesepiaq Suesewas (YNVESINN) Jueqmyils SRYISIBAIUN 20143
STOZIN/ASHNVESINNAOT/TTO : XNVESINN Jowon
IHOYONIWNIN Wasdg/ JEEEEBR . WOSJB JowoN

112 1IN

(dWdda) ISYIINENd NV LYAVEVYASYW NVIGEVONId NYILLITINId 1vyo.3NIa
ANVENIILS SYLISHIAINN

...W.w.n.c.n e NPT S TR B e P I T D DT P S D RN T P e DI T DL IR SIS r IS DI P TN TV NIV T I TR T I T T 2 Tt FHESATITLT T SIsAS . = : *




EAAI RISt B SIS VBAATI I SR MV B SRRV DA DAL RN I TRTR PRI SITATR ISR LR LN RIR P24 30 214

€06LL0TT90 "NOIN
IS'W “3°S ‘pesendsng uag3 ug

LLRBMNN WY MiTee

‘28R elesRINS 1KY 3y 1910H Ip 1edwaliag
'970Z unf 87 “p°s 67 1e88ue) e)nw ‘Bueiewwag uajednqey Q¥dq JeueIanes ueBuap ewese(1axaq Sueiewas (WNYESING) JUBGNYLIS
SBUSIaALUN Yye10 ueyeiedBualasip Sueh  yesarg Yyejupawad ueBuenay ueiode jsuanyasuoy, : Buia) UeSUap SINYIL NYONIGWIS

LLAMIONIW HVT13L

ONVIVW3d N3LVvdNavy auda : iIsuejsu|
V ISIWOX V1O0OONY :  uejeqer

"3d°S ‘NVMVINYNA VIY RN

+ BMyeq ueyeleiuaw ‘ej0y/uaredngey yelaeg 1eAyey ueyyeMIad UBMIQ
UBp ISUlACLd Yesarq Jedyey uepemiad uemaq e1085uy sesn) ueluRiepuad uep IsejuauQ Buejua) $z70z7 Unyel § JOWoN
BISSuopu| Jiqnday L1eBaN wejeq ualuaw UBINIRIA] ‘Yelseq ueyejupawag ueeseBlusiafuag uesemeBuag ureulgLIad uewopad
Buwual /107 unyey 7| Jowoy HEIULIRWad ueJnielad ueniesepiaq Buesewas (YNVGSINN) JURGMING SeYISIaAIUN J0I4aY

QZOZINASHINVESINNAO/TTO : XNYBSINN JoWon
INOVAONIWNIN NasSda/ J/EEEE68:  WNQSHH Jowon

1Y Y110§

(dWddQ) ISYYIT8Nd NVA LYNVYVASYW NVIGEVON3d NVILIN3IN3d LY30L¥3NIa
INVENMILS SYLISYIAINN

22 TR R B T r Lo fe v i Pat 1 et St I T I T N RN I P A R S I T I T T D e e T T e T T T T ™




[ Y e e N N S O T e N O O O T Y o O T o ey
EOGLLOTTY0 "NOIN
YL RN

MNVE

A9¥pINva NN

"a8eiuay elRyRINS 1840y AU Y 1810H 1p jedwaliaqg
'9Z0Z tunr 8Z 'p's 67 1e88ue] 1e)nw ‘Buejeway uaredngey qyda 1eLelanas uebuap ewese(1anaq Suesewas (WNYASIND) yueqmyis
SeusIaAunN ys ueesedBualasip Suek | yesarg Yejupawad ueBuena)y uesode jsuanyasuoy, : ewa) ueBuap SINNIL NYONISWIE

LLANIONIW HY13L

ONVIVW3d N3LVdNav) ayuda : Isuejsu|
V ISIWOX VIO99NY :  uejeqer

‘I'Pd’S ‘HIT0SNW ¥NENS : CUIN

- Bmyeq ueseieAuaw ‘e1oy/uajedngey yeiaeg 1elyey ue)emiag uemaq
UEP ISUINO.g Yesar( Jefyey uepyemiay uemaq e1083uy sesn) uewrjepuay uep ISeUBLI0 BuRuS) $Z0Z UNYEL § JOWON
BISaUOpu| yiignday LeSaN wejeq Lajusw uRimelad 'yelaeq ueyejupaway ueesedBusiafuagd uesemeduayg ueRLIQUIaY UBWIOPa
Bueiua) /107 unyey 71 JowoN YRluliswag ueinjelaq uesesepiaq SuRiewas (MNYESINA) yuegnyns SEJISIPAIUN J0IYIY

SZOZ/INASHNVESINNAOI/TTO0 : YNYSSINN JowoN
I4OYANIWNIN Wasda/ JEEEEBR.  INQSdE Jo0wop

112 [TTETEAN

(dWdda) ISYHINENd NYA LYNVYVASYW NVIGEVON3d NYILIM3IN3d LYYOLNINIA N2
INVENNILS SYLISHIAINN e ] |

..»74 St e Rt A S T I R T TR SV IR TV IS TR TR TR VNS IOV DI DI B e T uD AT DD e 2y Sy s




L R A R A 2 R A e i A T N S 2 Lt TR T

£064£0TTS0 ‘NUIN
IS 73S ‘pesendsng uay3 ug

‘9BRILSH BLIRNRING JRAOY S| 1310H Ip 1edwaliaq
‘9207 wunr gz "ps g7 1e88um teInw ‘Bueewsd uaedngey gyda 1eLRIaNaS ueBuap ewesellayaq Suelewag (MNVESINN) Jueqmjis
Seqisssnlun Y310 ueseieBBuajasp Buek  yesseg YRjuLiawag ueBuenay uriode |suanyasuoy,, : ewa| UEBUSP SINYIL NVONIGW!IS

LLANIONIW HV13L

ONVIVWid N3LVdNavy ayda : iIsuejsuj
V ISIWOX VLIOOONY :  uejeqer

NIWIVHNW TNagy 'H : BlUeN

+ BMyeq uexejeiusw ‘ejoy usiedngey yesaeq jedyey UR|eMIad uemaq
UBP ISUIADI yelaeq Jefyey uejemiad uema(Q e3085uy sedn| uewejepuay uep ISRUaLO Bueual 70z unyel 9 Jowop
BISAUOCPU| Mnday LaBaN wejeq U uaw UeImesad ‘yesseq ueyeiuuswey ueeseBBusiafuag uesemeBuag UBBUIQWSY UBWIOPaY
BURUSY /107 UNYRL 7| JOWON YRluLIDWag ueimelad uesaesepiaq Buesewas (YNYESINA) HUBGNYIIS SRISIAAIUN JOIHIY
STOLINAS/HNVESINNTOT/TIO | NNVESINN JoWop
IHOVANIWIN NASd8/ JEE'EE68:  WQASJE Jowop

1) Y11o§

(dWdd) ISY)ITENd NYQ LY)VEVASYW NVIGSYONId NYLLITINId LV¥OLYINIA
ANVENMNILS SYLISYIAIN

Sytrissrnisisats dtanee TIPSR S R ey et P Ity P R P R e S S I T R IS T T T o e S el e 2 » 3




R e i AL L e T O e e e e e I Y

E06LL0TT90 "NAIN
IS 'S “peseydsng uag3 ug

 LSEIN WS Wi teine % \%\?\ '
-ug&%).z: % i \.4_
9207 Wn( 67 ‘Sueiewas

SRS g

"afeiuay eLwRING 1eAoy 3] 1910 Ip 1edwaliaqg

Suap ewese(iayaq Buesew as (YNYESINA) yueqgnyiis
«YRI9RQ YyRjupiawag ueBuenay uesode jsuanyasuoy, : Bwal ULSUSP SINYIL NYONIgWIE

LLIMAIIONIW HY13L

ONVIVW3d N31VdNavi Quda : isuejsu|
V ISIWOX VI0O9ONY :  uejeqer

OSHUVIWIHANNMY NY3H * BweN

- Bmyeq ueeiefuaw ‘ejoy/uajedngey yeiaeg jelyey uejemMIad uEMaQ
UBP ISUINOLd YRiae(q Jedyey uejiyemiay uemaq e1088uy sedny uewejepuay uep (sejuauQ Buejual FZ0Z UNYeL 9 JOWON
RISBUOPU) lignday aBay wejeq Lajuaw ueimelaq ‘yelseq ueyejupisway ueeseB8usiahuag uesemesuay URBUIQUISY URLIOPa4
8uejua) /107 UNyel 7| JOWoN YElulsWwiag ueimelsg ueseseplaq Buesewas (INVESINN) HUBGNNLIS SEIISIALUN JOYSY
9ZOZ/IN/AS/MNVESINNAO'/TT0 - ¥NVBSINN Jowop
IHOVANIWIA Wasda/ JEEEEBR: WQSddg sowon

1 [TITREN

'9Z0Z wunr 8z *p's 67 1e88ue) 1e)nw ‘Bueieway uaedngey gyda 1BLIE}aNISS ue
SEUSISAIUN ya10 ueneieBBuajasip Suek

: (dWdda) ISVXINBNd NVA LYNVEVASYW NVIGEYON3d NYILIT3NId LYNOLNINIA
ANVENNILS SYLISHIAINN

.3..1 Pty R A R T L DA T T T R e TR I I P S T T ST I AP A R TR R e B T (PSR P T T Sy T TR T 758




T e TSR e

? TR T T T T T Tl =t T R S S M S i et R R R R R Rt T R R T T R R T T NI T T D

ARSI IRIPALIELLAPALPIAAI SIS LR ARIS I $4S24 1$ 282 ST TLIJRBASEJALADIPIPALAPR P2 JAS VS

€06LL0TTS0 ‘NOIN
ISTW IS ‘peseydsng uag3 ug

A Llln
LLMEAAIMD T e e Wmﬁﬂ\n/
o ’

f
L &h%&).:n %

970z wnf g7 ‘Buelewas

"98eILaH ruRYRING JeA0Y BY) 1910H 1P 1edwalIaq
'9Z0Z \unr 8Z "P'S G 1e88ue] jeinw ‘Suejeway uajednqey qydQ 1enelanPs ueSuap ewesefiayaq duesewas (HNYESINN yueqmys
SENSISAIUN yajo ueyeIeBBUS)asip Suek | yesaeq yruLIaway urSuenay uesode] jsuanyasuoy, : Bwaj UeBuap SINNIL NYONIGWIS

LLMAIONIW HYT3L

ONVIVW3d NILYdNEWN a¥da Isuejsu|
V ISIWOX VLIODONY - uejeqer
"H'S ‘HISONINVA ‘[H: eweN

- Bmyeq ueyeieiusi ‘el0y/uajedngey yeiaeq jeiyey URIEMISH UBMaQ
UBP [SUINOld YeiaRQ Jefyey uepyemiayg uemaq e1088uy sedn) uewejepuag uep isejuau) Buelusl FzozZ unyel 9 JowoN
BiSauopu) Y gnday LS8N wejeq Lauey ueINRISg ‘yeiaeq ueyrunawag ueesediuajaluag uesemeBuay ueeuIqay uBwopad
BuRIUS] /107 UNYRL 7} JOWON YRIuLIaWwag ueiniesag ueyiesepsaq Suelewwas (MNYGSING) JURGMiS SeNSIaAIun oY

STOZ/IN/ASHNVESINNAO F/TTO : YNYESINN JOwoN
IHOVONIWIN Wasda/ /EEEEGB:  NQSdE JowoN

1eqyunaag

(dWdda) ISYMINENd NVA LYNVEVASYW NVIGEYONId NYILIINId LYHOLNINIG
ANVENNILS SYLISHIAINN




WA RIS I RIS ISP ATAJAL L PIJAL PRSI T PAJLECRICA AP LAGATI FIHIGASAI DA DAL LIRS DAL ASATADA S 'SP TR SIS SV RIS SR 2r 202

E06LL0TT90 "NAIN

ALTR AN T e

sy f
ai.za o,
Q70T uN{ 62 ‘Sueieusmg

"afejuay eueyeIns 1eAoy ayy 110K |p 1edwanag
‘9Z0Z winr 8z 'p°s ¢z |e88ue) je)nw ‘Bueieway ualednqey gudQg 1BLEIBNSS ueSuap ewese(1ayaq Buesewas (WNVYESINN) NURGNHYIIS
SeNSaNIUN Y310 ueyrieBBua)esip Suvk  yeiaeq yejupaway ueBuena) uesode [suanyasuoy,, : ewa) ueSuap SINMIL NYONIawig

LLAMIONIW HY 3L

ONVIVW3d NILY4NEYX a¥dq : isuejsu)
V ISIWOX YLO9O9NY uejeqer
"8Y°S ‘NIHOINOS : eweN

- BMUeq ueeieiuaw ‘ejo)/uaiednqey yeiae( JeAyey Ue|jemiad UueMag
UED 1SUIADLY YRige(q 1eA)ey LRIEMISE UBMaQ R1088UY seln| UBLUR|EDUSY UBP 1SRIUSLIQ SURIU] pZ (7 UNYEL 9 JOWON
BISaUOpU| yqnday LeBaN wejeq Lajuaw ueinjelayd ‘yesaeg ueyejuliswayg ueelediusialuag uesemeduad URRUIqWad URWIOPad
BURIUS) /|07 UNYRL 7| JOWON YelulIauayg ueimelsd uepesepiaq Buesewas (HNYESINN YURGMYIIS SBISIBAILM JOIYaY

9ZOZ/INAS/ANYEBSINNAOT/TI0 - ¥NYESINN JOwoN
IHOVANININ Wasda/ JEEE'E68-  WNOS4E JowoN

112 11NN

(dWdd@) ISVAITANd NYQ LYNVYVASYW NVIGEVONId NVLLITINId LVHOLYINIC
ANVENNILS SYLISHIAINN

P Bttt ettty bt St e R R R T T ST R Ottt SR R PV SRR B D EI TP P DI S r P et PPy D Py Pyttt




e e A R R R R R R e R e A A Al S SX o aR AL SR AT S SN R AR PR R )

£06L£0TT90 ‘NOIN
IS 3°S ‘peseydsng U3 uq

§Rbm 4 ..Um_
NNvE di

v
9Z0Z wnf 67 'Susseuwadl L r.\

"a8ejuay BuRYRINS |eA0Y YL 1810 Ip ledwapuaq
‘9Z0Z wunf gz "p's ¢z 1e83ue 1ejnw ‘Buejewad uajednqey gydq 1e1eIINS uBSuap ewese(1oyoq Sueiewas (YNYESINA) Yueqnyis
SEISIAMIUN yajo uesesedBuajesip Suek  yesaeg YRjupawag ueBuenay uelsode jsuanyasuoy,, ; way ueduap SINNIL NYONIgGWIE

LLAMIONIW HYT3L

ONVIVW3d NILVdNEYX aida Isuejsu)
g ISIWOA YNL3IA uejeqer
ISTW °d°I'S “0D0MNS SNOV "W'H * SWEN
- eMyeg ueyelefusw ‘ejoy uatednqey yesaeq jefyey uejiyemiad uemaq
UBP ISUIAOYG Yeiskeq Jelyey uejyemiad uemaq 21088uy sedng uewelepuay uep 1sejuaup Sueius) pz0z7 unyel 9 JOWoN

BISauopu; yiqnday LaBap wejeq ajuaw ueineiay ‘Yesseq ueyriluuaway ueeleBBusialuag uesemesuag UBRUIQUWaY URWOPay
BuRIUS] /107 UNYE] 7| JOWON Yeluawag ueimeJlag uensesepiaq Sueiewas (HNYESINN) UGNyl sejisiaaun 10343y

SZOY/IN/AS/ANYESINNAOT/TIO : NNVESING Jowoy
IHOVANIWIN Wasda/ JEEEERS:  WNOSHE JowoN

12/ [T{INEIN

(dWdd@) ISYMI8Nd NV LY)VEVASYW NVIGEYONId NYILITINId LYNOLYNINIG
ANVEMIILLS SVYLISHIAINN

..ff3«._,_.7'..'.21..'.«,4 TETITITISe DT 00 Pre et TP r B PSP Pt r by Py c Sratr i Privtrrsivirtatrat ittt ety o




e e o e I N T O O e S O O D o Y o o e o e ey

EOBLLOTTY0 “NAIN
ST TS ‘neseyidsng uagg o

AN
A LBRAARY W Lilae /
A
)

-5.13 |
9707 unf 62 ‘Suesewas

"adejuay euRyRINS |eA0y ay) 1910H (p Jedwanaq
‘9207 wunr gz 'p's 67 1e88ue) jejnw ‘Buejewsy uajednqey Quda JeeIanRs ueduap eweseliayaq Suesewas (INVESINN) Yuegqnys
SEUSISAIUN Y310 ueeseBBulesip Sueh | yeisrq YyRjupaway ueBuenay uesode jsuanyasuoy, : ewa) ueBuap SINYIL NYONIGWIS

ILANIONIW HVY13L

ONVTVW3d NILVdNEGVY Q¥dd :  Isuejsu)
@ ISINOX VNLIY TNVM :  uejeqer

OLNVMSIS - eweN

» BMyeg ueyeiefusw ‘3o /usiedngey yesaeq jelyey uejIjeMIad uemaq
UBP ISUIAOL] yRiae( Jefyey uepyemiad uemaq e1o88uy sesng uelueiepuay uep ISEJuaL) Sueyus) 70z unyel 9 JOWON
RISAUOPU) HIIgnday LIBBaN wWejeq |1ajuay ueineiay ‘yeiseq ueyejuusway ueeseSBusialuag uesemeBuad urRLIqUIAY UBWIOPa
8uRjua) /107 UnNyeL 7| JOWON YPluLIaWag ueimelag ueyesepiaq duesewas (HNVESINN) YUBGM{IIS SRIISIAAIUN I0SY
GZOY/\NASNYESINNAOT/TTO : XNVESINN J0WwonN
IHOVANIWIA Was4da/ JEEEE6E - W(544 JowopN

1 TTTTRRAN

(dWdda) ISYAITENd NYQ LYIVEVASYW NVIGEVONId NVILITINId LYNOLNINIG
ANVEMILLS SYLISHIAINN

o T I e e S e S R St Raribe RE RS

- BT i T e T RS S D T T I R T R M T ISR IS TN (R TR PRIV B I S DU D PR T T PPy P P D €1 Py P Pt ot




O T Y X T~ S o e Y T T T o P e e N T o e

£06£L0TT90 ‘NOIN
IS 'S ‘pesendsng uay3 ug

9207 nf 67 ‘Buesewad =

"98eJUaH BLIBNRINS 1RAOY B ) 1910H 1P jedwapaq
'9Z0Z wunf 87 "p’s G 1e88ue) epnw ‘Suejewsy ualedngey quda 1eueaINas ueBuap ewesel1ax%aq Suesewag (WNYESINA) Yuegnyns
SEUSIBAIUN yaj0 ueyeiedBualasip Suek |, yesaeq YRjuuawag ueBuenay uelode] jsuanyasuoy, : Bwal ueSuap SINNIL NYONIGWId

LLAMIONIW HY 3L

ONVIVW3d NILVdNav) Quda : Isuejsu|
g ISIWOX SIHVLIUN3S ©  uejeqer

"W'W “W'S ‘VHNHA HAIWHYA : BuweN

+ BMUeq ueyejefusiu “e10)/usledngey yeiae( JeAyey uelyeMISY uemaq
UBP |5UIA0.d YRiae( 1eA)ey UR|IEMISd UBMaQ @1088UY seBn) uRlUR|EPUSY Uep ISEJUALID BuBUS) 707 UNYEL § JOUION
BISaUOpU| Yignday LIaBaN wejeq Lauaw ueIneay ‘yeiseq ueyejuuawag ueelelBusialuag uesemeBuag urRLIGUIaY uelwopagd
BURIUS) /107 UNYRL 7| JOUION YEluLIDWag ueinelag ueiesepiaq Suesewas (MNYESINN) YUBGMYIIS SBISIAAIUN 048y
STOTINAS/ANYESINN/OT/TI0 : XNVESINM JoloN
IHOVANIWINX Wasda/ /EEEEGE: WQ5d8 Jowon

112 [T{IREAN

(dWdda) ISYAINENd NYQ LY)VIVASYW NVIGEYONId NVILITINId LYNOLYNINIG
ANVENMIILS SYLISHIAIN

4
Mot T T R S T R R S T D T T T D T D R T DI R I T DI DR T e OTs B 1T 1S R P10 S P P st S T 0 L g oty




S T T T T S YT I T Y TP PP O YT

E06LL0TT90 ‘NOIN
1SN 3°S "pesedsng uag3 ug

SICRMG AN N .._ ;
9Z0Z Wnf 7 ‘Suesewas

)
v

‘9BeIlIaH eueNRING |RA0Y 3y 1910 1p Jedwaliag
‘9Z0T wunr gz ‘p's 67 1e88ue) |e)nw ‘Buejewag uatedngey QYdq 1BLIEIINSS ueBuap ewesel1ayaq Buesewas (WNYESINN) yuegmyiis
SEJSIBAIUN Y310 ueyRIeBBU3)Ssip Buek | yelaeq yeupawey ueSuenay uesode] suanyasuoy,, : ewa) ueBuap SINNIL NYONIaWIg

LLAAIONIW HV13L

ONVIVW3d NILVdNEVY Q¥da ©  Isuejsy
g ISIWOX VI09ONY :  uejeqer

ONOrIL3S ONVawve "s.qg : eweN

s emyeq uevejelusw ‘el0y/uatedngey yeiaeq 1edyey ueyemiad uemaq
UBD ISUIADLY YeisaeQ JeAyey ue)emiag uemaq 21083uy sedny UBLIRIPPUSY uep ISBIUSLIQ SURIUI) HZ(Z UNYRL § JOWON
eisauopuj yiignday LaBay Wwejeq Lauaw uBIMelay ‘Yeiaeqg ueyeiuusway ueesedBua)afuad uesemeduag ueeuIquay uBwopad
BueyUS] /107 UNYEL 7} JOWON YRIULISWaY ueinesad ueyiesepiaq Suesewas (YNVASINN) JURGMIIS SBISIAAIUN J014Y

SZOLINGSHINVESINN/TOT/TTO | ¥NVESINN 20UOoN
IMOYONIWIN Nasda/ /EE'EE68:  WQAS4E JOwWoON

L [TITEEN

(dWdda) ISYHI18Nd NYQ LYIVYVASYW NYIGSYONId NVILITINId LVHOLNINIG
ANVENMIILS SYLISHIAINN

+
T.u ~,:.-.JO~.“-7.._wnﬁﬁ.:‘-;Uu:04Jﬂu.q..ﬁ.é.)_3—&.1..17‘0_.~nﬂ~9-13..0.g¢§“§«l..§ﬂdﬂnﬂ_\f~_rﬁﬁﬂ.ﬁﬂﬂ.ﬂ!‘li‘.ﬁ,0.1.3.1.?..:.w T




R Y e e T T e e e O O T I T I O I

E06LL0TT90 "NAIN
IS'W “3°S "pesejdsng vag3 ug

!
ALTELAEEY Iy &t A

Al

SV STeWe iy

PIFIPIGID

a uw:.z: -
9202 1unf 67 ‘Buerewss

&=

‘adell s ruRyRING 1240y 3y 19104 1p Jedwaliaq
'9Z0Z 1unr 8Z "P's 67 1eS8ue) teynw ‘Buejewsay ustedngey qudq 18RI ueduap ewesellanaq Suesewas (YNYESINN) Juegmyis
SRqIsIBALUN Yoo ueyeseBBualesip Buek | yesaeq yrjupaulag urBuenay ueJodeT] jsuanyasuoy,, : ewa) ueSuap SINNIL NVONIGWIS

ILNAIONIW HYT3L

ONVIVW3d NILVANEVY QHda :  Isueisy)
g ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
UMW TH'S ‘WITSNW NYWYNT 14y I

: Bmyeq ueyejeiuaw ‘ejoy uazedngey yesaeq 1efyey UBIIEMISd uBMaQ
UBP 1SUjA0Ld Yeiarq jeley uejemiag uema( e1088uy sedn uewe)epuay uep 1seIuaLQ SuRiua) 207 UNyYe| g JOWOoN
BiSaucpu| Y qnday LIaBaN wejeq UaUaW UBINJEISd ‘Yeiseq UeyRIULIAWSY ueRIeBBUd)auay uesemeBuad urRUIqUISY URLIOPaY
Buelua) /10Z unyeyl 7| JOWoN URlULISiiad ueinielad ueyiesepsaq Buesewas (HYNVESINN) Yuegmyils SelisiaAluf 1049y

SZOYINAS/ANVESINNAOT/TIO : YNVESINN JOWoN
IHOVAONININ WQASa/ JEEE'E68:  WNQS4E JowopN

121NN

(dWdd@) ISVXITENd NYQ LYNVEVASYW NVIGSYONId NVILITINId LV¥OLNINIG
JANVENMALLS SYLISHIAINN

mf»uﬂm_ﬁﬂrﬂnﬂ#ﬁﬂknﬁ_d.a;.waﬁqna.n.a.d.ﬂz.;n.o.sggtI.E&.&»,Egguﬁﬁ.??q S S B R R e e e e R i E T R e s e Ei e R NS

b
i}
1Y
“°
4
4
;
it
i
»
»
-
»
3

FIEIPI BT St

ST PG TR TP It

TWIBTEsSISgTITEIgT T




¥u.-<u‘n.w\u..v.n..~;'.«..-ﬁ:h.n.n::u.w‘.u,...u-,n.u'n.—.u.v.n'ﬂn}.—n-'dvriu..ﬂnhvh.ﬁ.nhuh-—.--,—.h-h.~..:.—.hn:n;.— 8240334

-

E06LL0TTS0 "NAIN
IS'W “3°S ‘peseydsng ueg3 g

cyRy )

L e e B S e

AlNnN

9z0zZ Ny 62 ‘Buerewad &V

ceripiw

‘afeluay eueyeINS 1BACY ay] 18104 Ip 1edwanaq
'970Z wunf 82 "P's G 1e88ue) einw ‘Buriewag uajednqey qudQ 1RLIEIINSS ueBuap ewesel1ayaq Suesewas (HNYFGSINN) Jueqnyis
SESIAALUN Y310 ueyeIeEBUalasIp Bue/ | yriarg yRlupaway ueBuena)y uesode [suanyasuoy,, © BWs| URBUSP SINNIL NYONIGWIS

ILMAONIW HV13L

ONVIVW3d NILVdNEYX a¥da : isuejsu|
g ISIWOX VLOOONY :  uejeqer

NIGNYVLHANW "H * eleN

: emyeq ueyeleiuaw ‘eioy/uajedngey yesarq 1eAyey ue)jemIdd UBMa(
UBD ISUIAOY Yeiarq Jelqey uRemIag uemaq e1088uy seBn| ueweiepuay uep isejuaun Suejuay 207 UNyel 9 JOWOoN
BISaUOpU| yHqnday LISBaN Wejeq LIajUaW LeINEsad ‘YRIaeg URYRIULISWSY UeeeSEualakuad uesemeduag ureLIqUIaY URWIOPad
Bueua) /107 uNYBL 7| JOWON YRIULIAWaY UBINRIad upesepiaq Buesewas (YNVESINN) HUBGNYIIS SBISISALUN J0IYIY

ZOY/INAS/MINVESINNAOT/TIO : ¥NVESINN J0WwoN
IHOVANININ WAS4a/ JEEE'E68:  NQOS4S JowopN

12 Y11.128

(dWdda) ISYNIN8Nd NVA LYNVHYASYW NVIGEYON3d NYLLITINId LVSOLNINIQ
: ANVEMIILS SYLISHYIAINN

w-n.ﬂ..aan.?,_.0-:“44-“.n.u.u..u-ub.nnu.é—éu\.na.a;.}hgg-g; TPl ettt et st tr I St i i T R Ir vt

SIGi-g

?
-
:
2
¢
g
t

YIGIGAG PGP G I




SRR LA SATI LA IS VAT 2S4S SN TII BN DA IV DARTAS R RO P 2 RS RARIRIS PRI DR PR SL PR RIS P4 RQ RIS I AR grgagrg ey

)

E06LL0TT90 "NAIN
1SN 3 ‘lesendsng ual3 4q

_—T
,/.. ..\.

SYOARBI N
9Oz unf 67 ‘Bueiewas

"adejuay eueyeInS |efoy ay) 1910H I1p 1edwaiiag
'920Z 1uUNf 87 'P'S 67 1€88ue tenw ‘Buejewad uarednqey guda jeuelass ueBuap ewese(iayaq Sueiewas (HNVYESIND) Juegqnyls
SEISIBAIUN Ya10 ueyeseBBuaiasip Buel , yeseeg yriupaway ueBuenay uelode] ISUSMIsUo),, | Bwa) ueBuap SINNIL NYONIGWIS

ILLAMUIONIW HYT13L

ONVIVW3d NILYdNEVYY Q¥da : isuejsu|
g ISIWOX V1099NY :  uejeqer

"H'S "YVZYNVWY WHZV : .

- BMyeq uyeieiua ‘ejoy ualednqey yeiaeq j1eANey uelemIad uemaq
UBP [SUIA04d yeiaeq Jelyey uepemiad uemaq e3088uy sedn| uewejepuad uep |seyusuQ Sueiua) PZOZ UNYBL 9 JOWON
RIS2UOPU| yI|qnday LISBaN Wejeq LIaUSy uRINRlad ‘Yeiae( ueyelupaway ueeseBaua)afuad uesemesSuay URBUIGUIaY URWIOPad
3uRIUS) /107 UNYRL 7| JOWON YRIULIBLWSY URIMEIag UsIesepiaq Suelewag (HNVESINM) JUBGNNIIS SRIISIBALUN JOSY
SZOZ/INGSHOINYESINNAO'(/TTO - XNVESINN JowonN
IHOYONIWIN WasSd8/ JEEEEBB:  NQSHE JowoN

1eYY1a0§

TSR ISR IS N LS LI YRS R AR B A R AR ST

VT3 aTITLE ST

i e

(dWddQ) ISYXI18Nd NVA LYNVYYASYW NVIGEYONId NYILITINId LVd¥0.IM3¥Ia

ANVEMILLS SVLISHIAINN

?4.4.%.«,3““.#-44“‘\?».34.4.“.3?4..n.»qd\?.?.d-znn;-gngnﬂ;gng. 183y : e B S e S o e e S TR E I an S SR




W*urun.(-,.hckn-.._h»vc._.v:.w.rg.w..“-P.n.f..w S (ASRSATAL SN PALA TATADNEACADLJALAEAGARAS R4V 2D ATAS SNSRI PRSI NNIRIL I 208 £ 1 &
"

’
“
’
"
)
K
3
5
)
»
5
-
-
3
o
-
o
A
)
g
g
)
“
:

B e e e - B e

,.

E06LL0TT90 ‘NQIN
IS'W "3'S ‘peseydsng uag3 g

3
LTINS D ) Wr
{

SAPEIF I AN \
9707 lunf 67 ‘Sueipwas

‘aBrIUaN eueyeINS eA0Y ay| 1310H 1P 1edwaliaq
"9Z0T tunr 8z "p's 67 1e8Bue) (einw ‘Buejeway ualednqey quda 1eueIanas ueBuap ewesel1ayaq Bueiewag (MNYBSINN) yueqnynis
seysIaniun Yo ueyeseddusissip Sued  yelaeg yRiupawad ueSuenay uesoden Isuanyasuoy,, : tway urSuaP SINYIL NYONIGW!IE

LLMIIONIW HYT13L

ONVIVW3d NILVdNE8vX ayda - isuejsu|
g ISIWOX VLOOONY :  uejeqer

HVQISOY ¥NLVdIY - BweN

» BMyeq uyeiefualy ‘eloy/ualednqey yelaeq jeAyey uejemiad uemaq
UBD |SUIADL] yeiae(q Jelyey uelemiay uemaq eo8Buy seln) uewejepuay uep iseuali Buelua) pZ 0z UNYEL 9 JOWON
RIS3UOPU| Y|1qnday LaBaN wejeq 113 1USy URINJRIaY ‘Yeile( ueyrlupawad ueeseBSua)aiuay uesemeBuag UeRU|GUISY UBWIOPad
8uRjUSY £10Z UNYRY Z| JOWON YRIULISWEY URINIBIad UBHIESePIaq Bueiewas (MNVESINN) ¥UBGM{LIS SEIISISAIUN J014aY

SZOZ/IN/ASHINVESINN/TO'/TIO : XNVESINN JoWwon
IHOVANIWNIN WaSd9/ /EEEE6B:  WAS4E JowoN

121§

(dwdda) ISY)IT8Nd NVQ LYNVEVASYW NVIQSYONId NVILITINId LYNOLXIYIA
ANVENILLS SVYLISHYIAINN

|
?W..nﬂ»-nnn.‘rquw.)”vn.dt.-uﬁ.d.ﬁ«k-‘;vm.d.ﬂ—a.d.ﬂ.d-l—;n‘qd-ﬂ‘a-‘n!ﬁq;.qi’é-A-‘:.vuudﬁ.i-é.4-6-*!&{3.763214,.36.01..-._n.;.7.; 1 ey TR I NI




PP EEEAASI AT RIS ISIO MINASATACA JAL MUNA S IT A S PLI I I 2TEPRR S PR LSO RPRORSSIS IR LRAAEALI R0 e NG v e e n 1808

€06L40T190 ‘NQIN
1S'W 3°S ‘peselidsng uaj3 g

P IPIGRP PPN PETRY

ﬂ‘g-tﬂ
9z07 WuN{ 67 ‘3uBieWwas

"a8ejluay eyeyeIns efoy ay) 1910 1p edwayiaq
'9Z0Z wWinr 8Z "P's €7 1e88uel teynw ‘Buejeway ualedngey quda 1elIR19.aS ueBuap ewese(1ayaq Buelewas (HNVESINN) Juegnyiis
sejisiaalun yaio uesesedBusiasip Suek , yesaeq yrjupawag ueBuenay uesode] |suanyasuoy,, | ewsa) ueduap SINMIL NYONIGWIS

ILANIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVYdNEYY Q¥da :  Isueisy
g ISIWOX VI099NY :  uejeqer

"H'S ‘OWONYNd SYIANYM : elieN

: eMyeg umyRieiuaw ‘el0y/uatedngey yesaeq JeANeYy uelemiad uemaq
uep jsunolg yesaeq jefyey uejemiag uemaq e1o88uy sesn| uewe)epuay uep ISejuauQ BuBIUa) $ZOZ UNYel § JOWON
RISaUOPU| YHqnday 11aBay Wwejeq Lajuaw UBINRISd ‘Yeise] URYRIuLAWSY ueeseBBuaiafuag uesemeduag URRUIQUISY LUBWOPad
Buejua) /107 UNYRL Z1 JOWON YRIuLIaWag ueinjesaq uesiesepiaq Sueiewas (YNYESINM) HURGM{IIS STISIaAIUN JOIYSY

9ZOZIN/ASMHMNVESINNAOT/TIO : ¥NVESINN J0WoN
INOVANIWIN WOSd8/ JEEEE6]: WQSdE Jowop

1 [TTTNRAN

(dWdd@) ISY)IT8Nd NV LY)VEVASYW NVIGEYONId NYILITINId LY¥OLNINIA
ANVENNILS SYLISHIAINN

S Ganibasdad BITTR Y SIIT VR AT T IRTEI N1

3
d
A
g
4
:
i
)
m
8
i
i
|

e o e

S ar

?'s‘;'a L

1AV B TN D D T e N T Sa Pt i TRt s ot P i fr e sy




AP 2 2R PAILARITIGIAARIAIZARATRIILPLGISIFIFIFILALAPEGISIGIVNBABLGIGIROJEG TIDNEAJI JOSNSOROE NGNS L BN gr g 31872731878 L 378 2787400 2 2154337

EOBLLOTTY0 ‘NQIN
IS IS ‘peseydsng uayg ug

N gan )

swiPedh 1o |
9Z0Z Wunf 6 ‘Juesew

‘aBeluay eueyeIns (eAoy 9yl 12104 1p Jedwanaq
'970Z wunr 87 "P's G JeBBuel tenw ‘Bueieway uajedngey Qyda JeuRIaIYas ueBuap ewesel1ayaq SuRIRWSS (YNVESINN) NURGNHIIS
Sej|siaalun yajo ueyesedBua)asip Sued | yeiaeq yrjupaway ueSuena)y ueiode] suanmyasuoy,, © ewa) ueBuap SINMIL NVONIGWIS

ILAMIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNavi ayda - isuejsu|
g ISIWOX VLOOONY - uejeqer
"8Y'S ‘YOAOHN eweN

! Bmyeq ueyeiRAuaw ‘ej0y/usjednqgey yesseq 1efyey uejiemiad uemaq
uep ISujAold yeiae( Jedyey uRjpemIad uemaq e1088uy sedn| uewRepUad Uep 1SeIUaLD BuBUd) PZOZ UNYEL Q JOWON
BIS3UOPU| yiqnday LaBaN wejeq LAuSW uRINRIEd ‘YRISE(Q UBYRIULISWSY uReIeBBus)afuagd uesemeBuay UBBUIGQUIAY UBLLOPad
BURUSY /|07 UNYRL 7} JOLIDN YeIULIBWa] URIMRIag UBIeseplaq Bueiewsas (HNVESING) Juegniuis SRIISIDALUN JOIYSY

GZOYIN/ASHINYESINNAOT/TTO : XNVESINN Jowon
IHOVANIWIN NGSH8/ JEE'E'E68:  INQSdB JowoN

1eY1112§

(dWdd@) 1SYYINENd NVA LYIVEVASYW NYIGEYONId NYILITINId LYNOLNINIA
ANVEMILLS SYLISHIAINN

r..r.»:...ﬂ»“n.Z?n-?ﬁ:..!.-.w.?qi.ﬂn..,s.:a-n.ﬂgggsgg. B2y S IETEriicicacisiiRioboatd Tess Reldanak ABARANE RS 2000 A8 CAA SRS DARCARE G IREIERITEELOAE A2 25 ANAEES I NE LRTE B

e e e e s

=3

:
m

.'

PSRRI T

-

A e

RIS STRIETITeTe




e e S e R R Ly S N R T e o]

£06LL0TT90 'NAIN
IS'W “3°S “esendsng ugy3 uq

L T -

%

PR I ko i B Rk A S

"aBRILAH eURNRINS JeA0Y Sy 19104 1P 1edwaniag
'9Z0Z 1unr 87 "p's 67 1€83uey teynw ‘Buejewsd uaednqey aNdQ 1e1ILIaINSS ueSuap ewese(1ayaq Suesewlas (WNYESINN) JUeqnyLIs
seysIanun ya)o ueseleBdualasip Suek  yelseq yejupawag ueBuenay uesode 1SUaNNsSUOY,, ¢ PWa) URBUAD SINMIL NYONIawIg

LLAMIONIW HVT3L

ONVIVW3d NILVdNawi ayuda : jsueysuj
8 ISINOXA VLIOOONY ¢ uejeqer

‘Pd’S ‘NYMITVA : WU

: BMyeq ueyRieAuaw ‘@10y/uajedngey yesae( JeAyey URINEMIad UBMaQ
URP ISUIADLY Yeiae( Jehiey urjijemiad uemaq e1088uy sen| ueweiepuay uep 1SBIUSLIQ SuRIUa] HZ0Z UNYEL § JOWON
BISIUOPU) Yiignday LaBaN wWejeq Lajuaw UBINJBISd ‘YRiseq UBYRIULIaWaY ueeleB83ua)akuay uesemesuad UBRUIQUIAY URLLIOPaY
Buelua) £107 UNYEL 7| JOWON YRIULISWAY URINBISY UBYIBSEPIaq BuRIRwas (OINVESINN) HUBGMYIIS SRIISIBALUN JOIYSY

SZOYINASHINYESINNAOT/TTIO : INVESINN JOwoN
IHOVANIWIN WOSda/ JEEE'E68:  INQSdS Jowopn

12 Y1118

(dWdda) ISYNI18Nd NVO LYAVYVASYW NYIQEYON3d NVILITINId LYNOLNINIA
ANVENIILS SYLISHIAINN

s 21210 TR Dt Tt L T A S T S R P T R IO S D T R R D TS I D 1 D B P Do D Pt S S Buty PR b 49 1)1 mh 1 4 S gyt ettt Pt b eh

.
9
‘
[
3
o
§
»
<
.
i
4
‘

TR o T r

FETETE ST S LTS B

Lk

TSI ZY

3YL':' B




VISR IR AN DAANE LT AR PRI R DAL YRR I F T S22 I SA S22 {2 AR LA JRGL P2 LG 2PIPARGAJAJAPATILRZANLGIJIQIJUBULTFIPAIY I JAG L REIDI LA A0

ED6LLOTTS0 "NAIN
IS 'S ‘presendsng ual3 10

L el B o T s e o

Yoy (B
9Z07 Wun[ 67 ‘Buesewas” ©

‘@deiuay eueyeins jeAoy ay) 1910H Ip 1edwauiaq
"9Z0Z 1unf 82 'S 67 |edBue] le)nw ‘Buejewad ualedngey QudQ 18RS ueBuap eweseliayaq Bueiewas (YNYESINA) Yueqmyns
SESIAAIUN Y210 ueneseBBualasip Buel yesaeq yejupawag ueBuenay uelodeT] |suanyasuoy, : ewal ueSuap SINMIL NYONIGWIg

ILANIONIW HYT13L

ONVIVW3d NILVdNEv ayda : isuejsu|
JISIWOX VNL3N :  uejeqer

"W'W ‘OLNVAIYd Id3H "siq: il

+ Bmyeq ueyeiefuaw ‘elo)y/uajedngey yelaeq 1eAey UBYEMIS] UBMSQ
UED ISUIAOL yeiar( 1efyey ueijesmiad uemag 21088uy sesn) ueweiepuag uep 1SeUaLI0 Bueua) $Z0Z UNYLL 9 JOWOoN
BiSauopuj slIgnday LaBaN wejeq Lajuay uRINRISY ‘Yelaeq ueyRluLawad ueeseBBualakuad uesemeBuag ueRuqUIad UBLIOPad
SuRIUS] £10Z UNYE] 7| JOWION YRIUISWEH UBINIRISd UBYIesepaq Bueiewas (YNYaSsINN) NUBGM{IIS SBISIAAIUN J0I49Y

9ZOYINASHINVESINNAOT/TIO : ¥NYESINN JoWoN
IHOVANIWIN WAS3a/ JEEEE68:  WNASHG JowopN

121128

(dWdda) ISYAITENd NVa LYNVYVASYW NVIQEVONId NYLLITINId LYNOLNINIA
ANVEMILLS SYLISHIAINN

Tt P i b ety e e e A R S T S TN IR R RS R SR R SIS TS PRSI OIS | ST R DE S ST IR U VR A TR T P D L S T e T T DD 1 D e R PPty P Ty o B L% e e dytad

it
i
i
"
3
"
:

P EIS[TE S ST E

St

e A S =

?&7:1$'




PP AT TAINAS NS S MASASAL YA MO PSR DI RI AR PRGAPALAIERPAPAT IR GBI PGS LI JAPATALALL 031324081328 13 3548

€06LL0TT90 ‘NGIN
IS'W 'S ‘pesedsng uagg ug

9z0zZ wunf ez \m:Ech_w\ WV

‘afejuay euRyRINS |eA0Yy Ayl 1910H 1P Yedwanag
"9Z0Z Wunf 87 'p°s 67 1e8Bue) tejnw ‘Suejewad usiedngey quda Jeurlanes ueBuap ewese(ianeq Suesewas (MNVESINN) yueqmyis
SeYsISAlUN Y210 ueyeledBua)asip Buel  yelaeq yeiuuaway ueBuenay ueiode jsusnyasuoy,, : eway uesuap SINM3L NYONIGWIg

ILANIONIW HY 3L

ONVIVW3d N3LvdNavi gyda : iIsuejsu|
JISIWON VNL3IN TNVM ©  uejeqer

PW'Y ‘INVAINW val RN

- Bmyeq ueyeieAuaw ‘ejoy/uajedngey yeiaeq 1eAqey UB|IEMIS] UBMSQ
UBP |SUINDL yeiae( Jelyey uejjemiad uemaq e1088uy sedn| ueweiepuag uep 1sequaLQ Suejud pz0z Unyel 9 JOWoN
2isauopu) Wiqnday LaBaN wejeq LSIUSW URINJRIad ‘YRIe( UByRIULBWS ueRIeSEua)afuay uesemeBuag ueeLIqUad URIOPId
8uejua) /107 UNYeL 71 JOWON YRIUMISWa URINIRISg UeYIesepsaq Bueiewas (HNYESING) YURGNHIIS SeIISIaAIUN 10793y

GO/ INAS/ANVESINNAOT/TIO | ¥NVESINN J0WoN
[HOVANIWIN WAsS48/ JEEEE68:  INOSHE Jowopn

1eqynaag

(dWdd@) ISYITENd NYA LYXVEVASYW NVIGEVONId NVLLITINId LVNOLNINIA

ANVENNILS SYLISHIAINN

A .l;n.wuﬂ.n.c.—‘n...w..u.-‘..Q.d-—..‘.n>n.n.».-nnnunugoqtg»1.-gw§~§~%nw“«”g~,uﬂ;:d_w.f.w.‘:o.n.ﬁudﬂa.w..<..w.~ TR CrT I NG T

e .

-
)
0
hd
}
"
|

TP




R s B R e B R S R A R R N A I R e e Y I Y T O Y P e Ny S L R Xy R ET TN TR R )

-

S I JRBISIGEJIJEFJLIIR LT

i
1
3
b
)
R
'
K

=== S

3

3

r—n P TIER SeTE T R T T D T e R T P 1 D T e e DR D P s

€06LL0T190 'NAIN
IS'W 3°S ‘peseydsng uaj3 ug

s UDIEPN w1y
9Z0Z |unr 67 "Eusiew

"a8eluay rleyRINS (eA0Y 3yl 1310H Ip Jedwanag
"9Z0Z wWnf 87 “p's 67 1eBBuR) (e)nw ‘Burjeway uatedngey guda 1eLeIanas ueBuap ewesellayaq Sueiewas (YNYESINN) YUBRqnyLIS
SeSIAAUN Y30 uyeieBBuaias|p Buel  yeiaeq yeupawad ueBuenay ueiode jsuanyasuoy,, : Bwa) ueBUIP SINNIL NYONIGWIS

ILMAIIONIW HVT13L

ONVIVW3d N3LVdNEvi auda - isuejsu|
J ISIWOX SRIVIIYN3S ¢  uejeqer

ILNLSVALL VNIY * BlweN

L eMyeq ueyeiefuaw ‘eioyuajedngey yesaeq 1eiyey UR)jEMISd UBM3(Q
URp ISUIAOL yeiae( Jelyey uejemiad uemaq e1088uy seBn| uewejepuad uep 1SeIUaLI) Burlua) pZ0Z UNYEL 9 JOWON
BIS3UOPU| MIqnday LaBaN Wwejeq LLlUaW ueiNjRIad ‘Yeiae(q ueyeluLawad ueeleSBualakuad uesemeBuag URRUIQUIAY LRWIOPa
Buejua] /107 UNYEL 7] JOWON YRIUUISWSY URINIRIad UByesepiaq Buesewas (YNYESINA) NUBGnYLIS SeISIaALUN 1048y

9ZOYINAS/ANYESINNAOT/TIO : ¥NVESINN JowoN
IHOVAONIWIN Was4a/ JEE'E'E68:  INOSdE Jowon

1211428

(dWdda) ISYXIT8nd NVA LYNVYVASYW NYIGEYON3d NVILITINId LVHOLY3INIa
ANVEMILLS SYLISHIAINN

IR IR st T S S bt s Sty i g e T




EO6ZL0TTS0 "NAIN
IS “3°S ‘peseydsng ua|3 Uag

TuoeY ivn |
9707 1N 67 ‘Bueiewsa

‘@frIuUaH euRYRINS JeA0Yy Ay ) 1910 Ip 1edwanag
‘9ZOZ tunr 8 "Ps 67 1e88ue] te)nw ‘Buejewad uatedngey auda 1eLeINes ueSuap rwesellayeq Sueiewas (YNYESINN) Jueqnyis
SEYSIAAILN Y210 ueseseBBuajasip Bued  yelaeq Yejupawag ueSuenay uelsode |SUaNyasuUOy,,  BWa) URSUAP SINNIL NYONISWIE

ILANIONIW HY13L

ONVYIYW3d NILVdNEYY Quda : isuejsuj
J ISIWON VLIOOONY uejeqer
"H'S “YVSLNYY SNVa¥Id IQTYNIY : eweN

» emyeg ueyejeAiuaw ‘R10y/uatedngey Yeiaeq 1eANEY UB)INEMISd UBMAQ
Uep 1SUlA0yd yesse( Jelyey uejjemiag uemaq e3o88uy sesnl uewejepuay uep 1sejualo Suelual pz0z unyel 9 JoWoy
RISBUOPU| HLIQNdaY LS8N WEjEQ LaJuay UBINERIad ‘YRISeq UBYRIULIBWSY ueele8Bua)akuad uesemeBuad URRUIGUad URLIOPa
BueIUS) £10Z UNYRL 7| JOWON YRIULISWE URINEIag URMIRSRPIaq BuRIRwwas (YNYESINN) NUBGM{IIS SBYSIAAIUN J014aY

QZOYINAS/HANVESINNLOT/TIO - XNVESINN 0WoN
HOVYANIINIA WASda/ JEEEE68:  WOS4E JowopN

1eY1a§

(dWdda) ISVHIENd NVa LYNVYVASYW NVIQEVONId NVILITINId LVNOLNINIA
ANVENNILS SVLISHIAINN

Notzostetrrse str ettt Rt T 1 e R T T R LTI TSI SIS RtV EN TU S S B e TN P D DI Dy PPt e s T B2 e Pt

R
T
hi
3
~
"
+
\
N
it
 §
-

I3

iE

g2




P A0 LMD AR RS L [ 2SR LA LA SR I MBI S PRPIYIFR G JEGRPLILF L ABILI PAZAGASA PTG AR AP SFIINI 42400 §
3

E06LL0TT90 'NGIN
IS'W “3°S ‘esendsng usj3 u4q

Y %@

9Z0Z wunf 67 'Suriewas ¥

‘9BRILIDH BLRNRINS |RAOY BUL 1910H IP jedwayiaqg
‘9Z0Z wunr gz "Ps 6 1e8Bur) te)nw ‘Buejewad uajedngey Q¥dQ JeLeIanes ueduap pwese1ayaq Sueiewag (HNVESINN) JURgnNyIIS
SEJISIAIUN Yaj0 ueyesedBuajesip Buek  yelsaeq yejupaway ueSuenay uelode [suanyasuoy,, : Bwaj ueBuap SINNIL NYONIGWIS

ILANIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEVY Q¥da :  lsuejsy
D ISINOX VI09ONY :  uejeqer

ILNVAIY 173 *[H: eweN

- BMyeq ueyeiRAuaw “e)0y/uajedngey yelaeq JeANeYy uelIYeMIad UBMAQ
UBp 1SUIAOLg YRiae(q JeAyey uejiyemiad uemaq eioB8uy seBn| ueweepuay uep ISEIUSLIO SURIUS] $Z 0T UNYEL 9 JOLION
eIsauopu| Yiqnday LaBaN wejeq uAUaY UBIMEBISd ‘YeIaeQ UBYRIULISWSY ueeledduajaluag uesemeBuagd URRUIQUISY UBLLOP3
BURIUS) /107 UNYEL 7| JOWON (RIULIBWS UBIMBRIad uesesepiaq Bueiewas (YNVESINN) HUBGQMYIIS SeIISIaAIUN JOIaY
920/ INAS/ANYESINNAO(/TI0 : INVESINN JOWwoN
IHOVANINIX Wasda/ JEE'E'E68°  INQSAE Jowop

1Y Y11128

e

P T

AT ITIETIINSTE

O

(dWdda) ISYXIT8Nd NVQ LYXVHVASYW NVIQEVONId NVILITINId LY¥OLNINIG

ANVENNILLS SYLISHIAINN

A - T N S P —— et
Bt 0 o0 018 Bt b A s et S T R T T T TR BT S R T TV ST S T T DI S DT DY D D Bl DU Dot VLTI D T T 3Tt 2w 2y 0 237 204, T borytat e Pri et i bt Pt PP i e f=ing




2 AL IR IZISESASAL 12N IS2S 4534 DI ST FRAZO A DA 108 AL RIS DIRIRIEPSI SALASATARL IR A IR R ISELIRIL S g oot 0y 12

S

€06LL0TT90 'NAIN
IS'W 3°S ‘pesendsng uay3 g

3 IFTI

AATRIMNN e

T3

\
9707 WuNf g2 .u:EmE@m 5

WESIZITI IV

TP

"@8rILIaH euRYRINS |RAOY BU] 1910H 1P 1edWwalaq
‘9Z0Z wunr 87 'P's 67 1e88uey reynw ‘Buejeway uarednqey Qudq 1BLRIINES ueSuap ewesel1ayaq Suriewas (YNYESINN) Yuegnyis
SEJISIBAIUN Yajo ueyeIedTuajasip Buek  yeiaeq Yejupaway ueSuenay ueiode jSUIN}IsUOY, BWa) ueSuap SINNIL NYONIaw!g

ILANIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVANEYY Q¥da :  1suejsy
D ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
"W'W “3°S |IQvASOY ¥OON ‘H "4Q: BWeN

| BMURq URjeieiuaw ‘e10y,/uajedngey) yeiaeq JeAyey uejNemIad uemaq
Uep IsulAoLd Yelarq Jelyey uejiemsag uemaq e1088uy seBn| uewejepuad uep 1SeIUBLIQ SUBIUS) PZOZ UNYRL § JOWON
RISIUOPU| YIIgNday LIaS3N We|eq LIaJUaY URINBISY ‘YeIseq uRyRIULIaWaY ueeIeBBUS|auay uesemeSUay UBRUIQWS] URWOPa
BURIUS) £10Z UNYEL 7| JOWON YRIULIBWSY URINBISY UBYIRSepIaq Sueiewas (NNVESINN) HURGNIIG SRISIBAILN JOIYSY

G20/ IN/AS/HNYESINNAOT/TTO  YNVESINN Jowop
IHOVANIWIN WASdE/ JEEEEGB:  INQSJE Jowop

12 T[RRI

(dWdd) ISY)IT8Nd NVQ LYIVEVASYW NVIGEYONId NVILIM3NId LY¥OLYINIa
ANVENNILS SYLISHIAINN

700 P2 PelvIv i Te M T3 Bt r M T B S Pt e e P e r M S S P b T P ST R R e P ] - Sieabicoatarasao sy Trdaaran it AAC SURRES

“+
"
§
"
g
N
]

!

J
-
i




PALAII A PASSRR LV I LTINS PRI IR P LI PR LIS IS JNGAPAGT L LI LIP2 32 L 2R AJL I IR PAJULGIPATIZAGAGALIILY I g ok S

et

€06LL0TT90 "NAIN
IS'W 'S "pesedsng ual3 10

ALTSRIAMT T an g,. din

-tag.zs _.\
9Z0Z 1unf 67 ‘Buriewas ¥

+ TR S

T U IS

"28RILIAH eLRyRING 1RA0Y By | 1310H 1P Jedwaliaq
'9Z0Z 1unr 8 "p's 67 1e85uey te)nw ‘Buejewad uaredngey quda JeLIRIaeS ueSuap eweseliayaq Sueiewas (YNVESINN) Hueqgnyils
Seystanun yaio ueseBsualasip Suek  yesaeqg YRjupawag ueBuenay uetode jsuanjasuoy,, : Bwa| ueSuap SINYIAL NYONIgWIg

LLONIONIW HVT13L

ONVIVYW3d NILVYdNEVN Q¥da ©  fsueisy
D ISIWO) VIOOONY :  uejeqer

‘PWV “INVARYL ONIry : -,

- BMURg ueyRleAuaw 210y /ustedngey yesaeq 1efyey ueemiad uemaq
UBp isulAold yeiaeq Jehiyey uejiyemiad uemaq e1088uy sesin UBLLE|EpUSY Lep |SRuauQ Buejua) $Z 0z UNye) 9 Jowoy
BISIUOPU| Miqnday LIaBaN wejeq Lajuaw ueINIeIad ‘yelseq ueyriuLBway ueele8lualeluag uesemeBuayg uRRUIqWaY UBWIOPa
Suejuay 710z unyey 71 Jowon YEluLIsWag Ueimelad ueieseplaq Suesewas (HNYESIND) UBGNYIIS SEISIaAIUN JOINay

STOYINASHNVESINNAOT/TTIO : XNVESINN JowoN
IHOVANIWII WasS48/ JEE'E'E6BT  W(QSHE Jowon

12/ [T (1NN

(dWddQ) ISYIT18Nd NYQ LYIVEVASYW NVIGEYON3d NYILITINId LVNOLYINI
ANVENAILLS SYLISHIAINN

22 P rtrt e it rh e R N D R R R T T T T I T P T R T S I R S T U P BV U NS U P D T TN BB R Iy DR T T T P T D D T D R D S B it e B S P R S I e

:
4
|
:
:

Lo Sl AR 2 e Al

Wl igrgrassesee

Al i S

D e
[r*h




1 e e i S e R A e A R e A s L R e o e e e e I

%
;

e e e e

o
5
£
2
M.
5
»
K

L e ALELE o U s e

?
W_n LA T I T I DT B s M 1 I IS I DI S PrT rDty By

E06ZL0TT90 "NAIN
IS"W ““3°S "‘Leseydsng u93 1q

1A ivn 2
9707 N[ 67 ‘Buelewdt -

. ‘aBellIay euRyeINgS |efoy 3y 19104 1P Jedwanag
9207 tunr 8z “p’s 67 1e88ue) |e)nw ‘Buejewsd ualedngey Qudg 1RLIRIAINaS ueduap ewese(1ayaq Suriewas (YNVESINN) Juegmills
SEISBAIUN Y10 ueeaeBBuajes|p Bued  yesaeq yrjupawag ueSuenay uviodeT ISUSNYasuoy,, | BWal ueBuap SINYIL NYONIGWIE

LLAMIONIW HY13L

ONVIVW3d N3LvdNawvi ayda : isuejsu|
J ISIWOX VL099NY :  uejeqer

"L'S “IWITY TV NIDV.LNW WYWI -

- eMyeq uyeieiuaw ‘e10)/uajednqey yelseq JeAyey Bl emMIad UueMa(
UBD ISUAOYg Yeiarq Jefey uejijemiay uemag e3088uy sedn| uewejepuad uep ISeuSLD Bueua) pZ0Z UNYEL 9 JOWON
BIS3UOPU| HlIqnday 11a8aN Weje(q 1aUSW uBINjRIad ‘Yeiaeg ueyeRjupawag ueeieddualakuay uesemesuay URRUIGISd LBWOPa
Suejual /107 unye] 71 JOWwoN YElUSWag ueinielag ueesepiaq Suelewss (YNYESINN) JUBqNHIIS SEISIaAIUN JOIaY

9ZOT/IN/AS/HINVESINNAO'T/TTO : XNVESINN Jowop
[dOVONIWIN Wasda/ /EE'E'E68:  INQSHE JOwoN

1 TTTTNRIN

(dWdda) ISYMITENd NYA LYAVEVASYW NVIGEVONId NVILITINId LYNOLYINIa
ANVENNILS SYLISHIAINN

R RIS ATt RN T VICIT DN Tt T T




PR SMNATTATAAIAS 1 RAN ST SRR A A PES ELASI ST SRS AT LAPARAII S PR RIS AL P A PR LIRS

€06LL0TT90 ‘NOIN
S TS P

ALHN s

‘aBellIsH eueNeINs 1eA0y au | 1910H 1p 1edwaliag
'9Z0T winr gz 'p's 67 1e88uey je)nw ‘Suejeway uatedngey Q¥dq eeIanes ueduap ewesellanaq Buriewas (WNYESINN) yueqnyils
SRJIsIantun yYa10 ueesedsuajasip Suel  yelaeg yejupaway ueSuenay uriode jsuanyasuoy, | ewsl ueSuap SINNIL NYONIGWId

ILONION3W HY13L

ONVIVW3d NILVdNEVX auda : isuejsu|
J ISIWOX VLOOONY - uejeqer
ISTW °3°S “1QIVNNra gnNgHYwW ‘w "4qg: SUIFN
« Bmyeq ueyelefuaiy ‘e10)/ualedngey yeiaseq Jedyey uepyemiad uemaq
UBP ISUIAOLY YRiae(q Jeiyey ueliyemsad uemaq e1o88uy sedn| uewejepuag uep 1Sejuaiio Sueua) pPZ0OZ UNYR)L 9 JOWON
BISSUCDU| HIKgnday L19SaN wejeq Lajuay ueinjeiad ‘yesseq uByRULBWSY ueeieSSus)aduag uesemeBuad UBBUIQUWSd UBLIOPa
BURUS] /107 UNYRY 7| JOWON Yejupssway UeiMelaq ueysesepiaq sueliewas (HNVESINN JURGNYIIS SBISIBAIUN JOSY
SZ0Z/INAS/HNYESINNAOT/TTO : ¥NVBSINN Jowop
[HOWANIWIN WOSda/ JEEE'EBR: WQSdg Jowon

112 TTTIREAN

(dWdda) ISYHIT8Nd NYQ LYNVYVASYW NVIASYONId NYILITINId LYHOLY3NIa

ANVENNILS SVLISHIAINN

..V‘.uu\..mswwn..w’u.lnuwlqﬁ...o.u.i e T T s ot Rt e R R s e s Skt s




Lk e al R o

RN

=

K
)
i

g

"

4

B

#
!

4

!

v

i3

i
|
'

"

i)

"
"
$
b
b

-

SASNACAMLIST LRI ST A TSR RIS PRERL R PP ZALRLRFAPAGAE L QAL AL

€06LL0TT90 NAIN
IS'W "3's ‘peseldsng uay3 ug

MNVENSHLS i

sAQRPRS A 1w | =
97Oz N[ 62 .wcm_mEuW ,.

‘aBeluay eueyeans jeAoy ayy 1910H Ip Jedwaliaq
'9Z0Z \unf 8T 'P's 67 1edBue) 1w ‘Buejewsay ualedngey Q¥dQ 1euelanes ueduap eweseliayaq Sueiewas (YNYESINN) JuUeqnyis
SEJISIaMIUN Y310 ueyeieBBualesip Suek , yesseq yeupuaway ueBuenay uesode |SuUanyasuoy,, : ewal ueSuap SINYIL NYONIgGw!d

ILAMIONIW HYT13L

ONVIVW3d NILVANGY) Q¥da :  I1suelsy
D ISIWON VLOOONY :  uejeqer

"‘Pd’S ‘HVT1118 WIHSY.LNW SNOV : N

L BMyeq ueyeefuaw ‘e10y/uajednqey yelae( 1eAyey uejijemIad Uema(
UBP ISUIAOLg yRideq Jeliyey urjhiemuad uemaq 21083uy sesn| uewejepuad uep 15equaLp Buelua) P70z UNYRL 9 JOWON
RISSUOPU| YIIGNday LABaN wiejeq 1IaIUaY UBINRI3y ‘YRITR( URYRIULIAWSY UeRIeBBua)akuag uesemeBUIY UBBU|QUIad UBLLIOPad
SURIUS] £|0Z UNYEL 7| JOWON YRIULISWaY URINIEIAY URNIRSepIaq Buriewas (INVESINN) JURGNYIIS SRISIBAILN JOSY

SZOZ/IN/GSHINVESINNAOT/TTO : XNVESINN J0wopn
IHOVANIWIN WNOSdE/ JEEE'EBR:  INQSdE Jowop

L [T (1 RRAN

(dWdda) ISYAITENd NVA LYNVYVASYW NVIGEYONId NYILITINId LYHOLY3NIa
ANVENNILLS SYLISHIAI

Disetstutrer dvntws=t ARVt et e b et vty Br ta b T ST Rt S P e S b A T IR SR R e P S S S I SR I R S E I T 1 ST Y I e Tt




R e S LR S o L e e R e S e YT TP TN P FYF IR R IX Y

E06LL0TT90 ‘NQIN
15N 3°S ‘peseydsng uag3 ag

LT AR ey ey
v.
'

SVIONNY w1y :
9zOZ Wnf 57 ‘Suesew iy V'

"a8eluay euByRINS |eAOY AU 1910H 1P 1edwanaq
'9207 1unr 8 "p's ST 1eBBue) enw ‘Buejeway uatedngey quda Jeueiaas ueBuap ewese(1anaq Suesewas (MINVESINA) ueqnyis
seysianiun yajo ueeieBiua)asp Suel yesaeq yejupaway ueSuenay ueiode ISUSNYIsSUOY,, . BWaL URSUSP SINNIL NYONIEWIE

ILANIONIW HV13L

ONVIVW3d N3LVdNEY) Q¥da ©  Isuejsy
J ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
wied's “IYWHY avWvHNW “idy SUWIEN

- BMyeq ueieiuaw ‘eyoy/ualednqey yeiaeg 1eAyey LB EMIS] UBMA(Q
UBP [SUIAOYd yeiae( JeAyey uejpjemiad uemaq e108Buy sesn ueweiepuag uep 1sejuapo Sueius) pz0zZ UNyeL 9 JOWON
RIS3UOPUJ Y1qNGaY LISB3N WEeJeq LAUSW URINIRIA] ‘Yelaeq ueyelusawagd ueeleBiuajaluay uesemeSuad UeRUIGUISH UBLIOPa
BURIUA] /107 UNYRL 7} JOWON YRIUSWEY URINIEISY UBHIesepsaq Bueiewas (HNYESIND) NUBanyns SEYSIBAIUN JOINSY

SO/ IN/ASMANVESINNAD/TTO0 | XNVESING JOWoN
IHOVANIWIA WASHa/ JEEEE68:  WQS4E JOWON

12/ [T(RRRAN

(dWdd@) ISYXITENd NVQ LYNVHVASYW NYIQGVONId NVLLITINId LVHO.LNIYIA
ANVENIILLS SVLISHIAIN

[ -tator et aia s it 152 it S D R R S e R DI ST T D e S s Py S r b et S r R Bttt S T L Tt S T e




SELUPALARIAARNRO L PR RNLIRINNPILL JATILIVAITPLLI IS PLPABATAPS GALILAGAIII NG LPODN DAL ATE I AQARSFIL IS IRILTTILGAgAD I 308

€06LL0TT90 ‘NAIN
ST TS "peseydsng uag3 ug

e
’
¥
-
]
4
!
5
5

o s

‘adellay eueyeIns je4Aoy ay) 1910H Ip Jedwaiiaqg
'9Z0Z wunr 87 "P's 67 1e8Bur) 1e)nW 'Surjewa U3RdNqEY QYdQ JeLIelanes ueBuap ewese(1ayaq Buelew as (MNVESINN) Nuegnyias
SEYIsISAIUN Y210 ueyeseBBua)asip Bued  yeiaeq yeiupaway ueBuena)y uesode jsuamyasuoy|,,  ewa) ueBuap SINMIL NVONIGWIE

ILANIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEYY Q¥dd :  Isueisy
a ISIWOX VNL3X :  uejeqer

ILVLYVH IS - .

L emyeq ujeieiuaw ‘ejoy/uajednqey yelaeq jeAyey ueiiemiad uemaq
Uep |SUIAOLd Yeiaeq Jelyey urjjemIad uemaq e1088uy seBn| ueweiepuad uep 1SeIUaL0 Buelua) pZOZ UNYRL 9 JOLION
RIS3UOPU| YIIqNdaYy LISBaN Weje(q LauUaY UBINjRIad 'yeide(q uByRjulIxuad uerleBBusjakuad uesemeSuay URRLIQUISH UBWOPa
8uejual /107 UNYeL Z| JOWON YRIULISIWEY URINIRIaG UBMIRSEPIaq BURIBWASS (MNVESING) JURGNYIIS SRIUSIFALUN JOINSY

SZOYINASHINVESINNOT/TTO | ¥NVESING Jowon
IHOVONIININ NASH8/ JEE'EE68:  WQSdS JowopN

eqYnng

: (dWdd@) ISYXIT8Nd NVQ LYIVEVASYW NVIGEVONId NVILITINId LV¥OLYNINIa
: ANVENALLS SYLISHIAINN

¥
_f.MuQuq’“uﬂoﬁg«ﬂﬂ—.«:mﬂn.ﬂd.aa_ﬂ.:‘_l—‘o-lndg;.ﬂ..—‘-’ﬂ:—ﬂis;g,-nﬁ.ﬂ.ﬂoﬂnganrgﬂ-uug. SrPPITEN@r P ¢ 2 R SR Sr ety Px R Pty Te e e e S

>
'
7
-
3
!
g
1
:
S
&

HITY SRS RI BT




PRASVIS EABG LIRSS iR S 1 21 L1030 30351 AN BV RS SISIEA AR ML SR IR MET A0 AR P LR TA T A 0018

EO0BLLOTTSO "NAIN

AL TN e

‘afejuay eueRINS 1eA0Yy 8y 19104 1P Jedwanaq
'9Z0T 1unr 8Z 'p's 67 1e8ue) ejnw ‘Buejewagy ualednqe)y quda 1eLEIaINSS ueBuap ewese(aNaq Suriewas (MNVYESINN) JUBGNYIS
sejisianiun ya)o ueyeseBlua)asip Bued  yeiaeg yrjuuaway ueSuenay uelode] ISUaMasuUoy,, : Blal ueBusp SINYIL NYONIGWIg

LLAMIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNgvX auda - Isuejsuj
Q ISIWOX VNLIN TIHVM - uejeqer
"H'W “"H’S ‘INVAYNN ‘H* TN
- BMyeq ueyeIRAuaw ‘BI0) /usiedngey yeaaeq JRAyEy ue|IyeMIS UBMaQ
URp 1SUIAO.g yriae( Jehyey urinjemiad uemaq e1088uy seln| ueweiepuag uep iseIuaLQ) SueIua) pZOZ UNYEL 9 JOWON

RIS3UOPU| Yijqnday LIaBaN wejeq Lajuay ueinjeiad ‘Yesseq ueyRiupiswsy ueeledBualaluad uesemeBuad ULRUIGUad URWOPad
BURIUS] /|07 UNYRL 7| JOWON YRIULISWSY URINMBIad UBiesep.aq Bueiewas (WNVESING) UBQMiIIS SelIsIaAtun 10793y

GZOYIN/AS/ANYESINNAO/TIO - MNWESINN Jowon
[HOVANININ WaSHd/ JEEEE6B:  INOSAE JoWON

eqYnng

(dWdd@) ISYIINENd NV LYIVYVASYW NVIGEYONId NVILITINId LYNOLNINIA

ANVENMAILS SYLISHIAINN

n.'.r.. chstrtrtciahirb e v bt T T I T TSI ST e S S S TV PV D DS D e R e s T B P S r R P Tr R s T T T e D £, Ot I rd -1 1)




e R e o o B e R R R S L e e s s e s s L R e e S A e o e 2 R ARG LR UE TR S AR SF Y T

EO6LL0TTS0 'NAIN
1SN "3°S ‘Jeseydsng uag3 g

) \ [T
xz<mm§wm\ @

SHORPAG A0
9z0Z uny 67 'dueiew

a8ejlIaH epeyeIns 1840y Sy 19104 p 1edwayiag
'9Z0Z unr 87 'p's 67 1edBuel 1epnw ‘Buejeway uatednqey gyda 1eURIaINes ueBuap ewese(1a)3q Bueiew s (HNVESINN) JuRqrHas
Selfsianiun yajo ueyeseBuajasip Sued , yeiaeq yrjupawagd ueBuenay uesode] (suanyasuoy,, - 2wa) ueBuap SINMIL NYONIGWIa

LLAAIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEVYN Qyda - |suejsu|
G ISIWOX SIHIVLIIYNIS = uejeqer
"H'S “OLNIWSYX : SN
| BMyRq uejeAual ‘eloy/usjedngey yeiaeq 1eAyey uejyemiad uemaq
Uep ISUIACId Yriaeq Jehyey uripeMIad uemaq e1083uy seln| uelwejepuad uep (SEIUSLID SURUS) pZOZ UNYEL § JOWON
BIS3UCPU| HiKNday LIa3aN We|eQ Lajuay uRINjRIad ‘YrIaR( UBYRIULISWSY UeeseBSus)akuay UesemeBUa UBRUIQIAd UBWOPad
8URIUS] /|07 UNYRL 7| JOWON YRIULISWSY URINIRISY UBJesep.aq Suelewas (MNVESING) JURGNNIIS SEUSISAIUN JODaY
SZOZINAS/ANYESINNALO'T/TTO : XNVESINN Jowoy
IHOVANIWIN INOSH8/ /EEE'E68:  WQSdHE JOWON

L TITEEAN

IERALS G FIR ALY

(dWdd@) 1SYHITENd NVA LYIVEVASYW NYIGEYONId NYILITINId LVNOLNINIA

ANVENALLS SVLISYIAINN

f wichePrtrlalatatetobods bt b e s e e e e T T T D S T T IR S S LT T T R S S S DU DU ST DI DV VI U B B s T TP e et g




S e s SR TR EC SRR ERT 28 SR 220 R SRR AR RN Bg RS 0 21 S I AP AR AS S8 IF SX LT IEE

€06LL01T90 "NAIN
1SN ““3°S ‘eseyjdsng ua3 uq

S R wﬁ% wm%u

.g%m:zn \
920z wnf 67 ‘Suesewad

"a8ejuaH eyeyesns Aoy Ayl 19104 1p 1edwauaq
‘9707 1unf 8Z 'ps 6 1e8Bue) 1ejnw ‘Suejewag uajedngey Qy¥dQ 1eLRIBNES ueSuap ewese(13yaq Bueiewas (YNVESINN) JuegnyIIS
SEIISISALUN Yajo ueyesedBua)asip BueA  yelarg yriuuawad ueBuenay uriode] jsuanyasuoy,, : ewa) ueSuap SINYIL NYONIGWIE

ILAMIONIW HYT3L

ONVIVW3d N3LvdNavi ayda : isuejsu|
0 ISIWOX V1I099NY :  uejeqer

"‘Pd’S ‘IVSAVT IMA ¢ TWIeN

L BMUeq ueyRIRiuaw ‘o) /uajedngey yelae( 1eAyey uR|jemMiad uemaq
URP |SUINOL] Yerae( Jedyey uejyemiay uemaq e1odBuy seBn| uewe)epuay uep isejuau) Suejus) $zoz unyel 9 JoWwop
RIS3UOpU| WHgnday LBBaN Wejeq LauSW URINBad ‘Yrideq uByRIULIBWE, ueeleBBus)afuad uesemeluad ueRLIqQUWad UBLWOpad
SuRjua) /107 unyel 7| JOWON YRIULISWaY URINIRISd UBNIesepiaq Bueiewas (YNYESINN) UBGNy(IS SeISIBAIUN 10143y

9O/ INAS/ANVESINN/AOT/TTO D XNVESINN JOWON
[HOVANININ Wasd4a/ JEEEE68:  INOSHH Jowop

121§

(dWdd@) ISYIINENd NVA LYNVHVASYW NYIGSYONId NYILITINId LVNOLNINIA
ANVEMILLS m<._._m~_u>_23

ST st st e T T S R T T S T T T T T S IV LTI TR BTN DN T D D D B S P e D B T e P T R 2 e O Py PP I  2s2 5253k 2ad




LTINS SRR USRI RIAR B R LIRSS LA AL 4L SA DS ARASII SIS I CASASASIB A SRR 1 VL MR PP 2T EAS T RI LT i 6 42

€06££0TT90 "NOIN
MWW IS

JINVEN
s vdORRY ivn :
9207 N[ 67 “Bueiewat v

B S e e ™

"adellIal eueyeING jeAoy Sy 19104 1P Jedwallaq
"9Z0Z tunr 82 "p's 6z 1e88ue) ey ‘Buejeway ualedngey qydq 1eURISNSS UeBUap ewiese(19yaq Suetewas (YNYESINN) Juegmyils
SEYSIANIUN Yoo uexeseBBuajesip SueA «4EIBQ YRjuuawag ueBuena)y uelode jsuanyasuoy, : ewa| ueSuap SINMIL NYONIgGWIg

ILAMAIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEV) Q¥da :  Isuejsu)
Q ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
"H'S “I4LNd YNVNHE IMA VAN -

+ EMUEQ URyRIRAuSW ‘R10y /uajednqey yelaeq 1eAyey UR)NeMIad UeMaQ

UBP I5uIn0d yelaeq 1efey uejiyemiay uemaq e1o88uy sedny uewejepuag uep isejuaLp Sueua) FZ0Z unye) 9 JOLWON
Blssuopu| yinday peSaN wejeq uauaw ueimelsd ‘yesae(q ueyrjupawag ueeiedBus)akuag uesemeBuay ureUIQUIS UBLIOPa
BURIUS) /107 unyel {1 JOWON yrejupisiag ueinielag uesieseplaq Sueiewsas (MNVESINN) HUeqnyLIS SBSISALIUN JOINSY

STOZIN/GS/MNYESINNAO /110 2 XNVBSINN JowoN
IHOVAONIWIN Wasds/ JEEEE68:  INOSdE Jowop

1 [TITRE2N

(dWdda) ISY)ITENd NVA LY}VEVASYW NVIGEVONId NVILITINId LYNO.LNINIG
ANVENALLS SYLISYIAINN

H.V_ Triotrtrtrhtrtrh ittt bt e T B T I I T T S T S I ST S IOV I D S I VR P S ST S PIR T SR e T 2P Ta T T D By Dreor B Dy 8- 10t

ST IPEST

sTog

)
)
)
K
.
'




PRI SAGIASAS 1AL TISI AT PIS M A LIS AP SA BRI N L AP RS AR BULAT AL TIPS LOLAPATAL IR0 0 IR QAP IQ 1L FIFRPrL 0§58 112 1P I3 0PALI TN
g

€06££0TT90 'NOIN
IS'W "3'S ‘peseydsng uag3 uq

LB T i S P OVDVE NGO

"aBeluay eyeyeing |eAoy ay ) 1310H 1p jedwaypaq
'9Z0Z winf 87 'p's 57 1eB8um teInw “Buejewsd uayedngey quda epejanas ueBuap ewese(iayaq Buesewas (MNVESINN) Juegnys
SBYISIsAIN ya10 ueyeseBBualasip Buek _yesseq YeuLawag uvBuenay uriode [suanyasuoy, : Bwa; ueBuap SINYIL NVONIgWIE

LLANIONIW HV13L

ONVIVYW3d N3LVdNEVX auda : isuejsu|
Q ISINOY VI0OONY :  uejeqer
'SOS’S ‘AVAIY NNW.YW : eureN

+ BMUeq uyejeAuaw ‘e10y/uajedngey yesseq 1efyey ueeMIad uemag
UED ISUIAOLd Yeiaeq Jelyey uejyemiag uemaq e1088uy sedn| uelweepuag uep IsejualI Surjua) pZ0Z UNyel 9 Jowoy
BIS3UOpU yqnday LIaBaN wejeq Lausw Ueimelsd ‘yesaeq ueyriuuaway ueesedsuajakuag uesemeBuay ueeu|quad Uewopa
3uejua) /107 UMyl Z1 Jowon yejupawad ueinmesad uesesepsaq Sueiewas (HNYESINN) yueqniis SeISISAIUN JO1HaN

9ZOZINASHINYESINNAOI/TTO : XNVSBSINN JowoN
IHOYANIWIN Wasde/ JEEE'EER:  INQSHE JowoN

1 [TIIEEIN

(dWdda) ISYXINENd NYG LY)VAVASYW NVIGEYON3d NVILIN3NId LYNOLNIYIa
JNVE S SVLISH3IAINN

_ v sveTihy I UEENTUL P IRERARI TP DY
et T T S T T B T I T T T 2 B T DR DR T S e TR S P e P B et ttrR et syt vt csrsr vt iy ™ a2

;
]
Py
b4
~
v
1
-

B e S SR

P TIIITBTRISELIS S

FEIIITIE T

o




P R e e e e B e et 22 2 20 A BE PR I8 2 B2 2 B 28 S B o B L S e O O O L T R P R P T

£06LL0TT90 "NOIN
IS'W “3°S ‘pesendsng us3 ag

satiniooniy e
9707 N[ 67 .mcEman..,. U

‘aBeluay eueyRING JeAoy AU ) 1310 Ip Jedwaniaq
"920Z |unf 8Z "P's 67 |eB8uey 1e)nw ‘Buejeway uajednqgey qudq 1enelanes ueduap ewesel1ayaq Buesewag (HNVYESINN) Jueqnyiis
SeSIBAlUN Y210 ueyeaeBBua)asip Suek |, yesaeq Yejupawag ueduenay ursode jsuanyasuoy, : B ueBuap SINNIL NYONIEWIE

LLMIIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNavi auda :  isuejsy
0 ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
VAVHNAS IONVENS : -

- BMyeq ueyejeAuSWw “e0y/uaiedngey yesaeq 1efyey ueIjeMIad uemaq
UEP 15UlAD.d YRiaeg Jedyey uejjemiad uemaq eioBBuy sesn| uelieepuad Uep ISBIUSLIQ BuRIUS] PZ0Z UNYRL § JOWOoN
Blsauopu) yiqnday Ladan wejeq wajuaw UBINBIag "Yelseg ueyriuliaway ueeiesBualaluad uesemeSuay ueRUIqUWagd URWOopay
BURIUSY /107 UNYBL Z| JOWON YRlULIawad ueimelad uesiesepiaq Buesewas (YNYESINM) YUBGMYIIS SEUSISAIUN 1049y

QZOYIN/AS/ANVESINNAOT/TIO | ¥NVESINN J0WwoN
IHOVANIWNIN NASHE/ JEE'E'E68:  WQASAE JOWON

1eqYnIg

(dWdda) ISYAIENd NV LY’VEVASYW NVIGEVONId NVLLITINId LYNOLNINIG
ANVENNILS SYLISHIAINN

?&324343.\33"3,,4. PRI DI T T I T DI N T S R R P S D T P Pt e e sttt

e ————

m—

"
"
+

T e ==

SIS

i L Sl il R e e B




e A e e S e e e s e L T S T e o Xy T e L e R O O T TP R O

E06LL0TT90 "NAIN
“IS'WN “3'S "peseyydsng uag3 49

SIS

Ry

A,
9Z0Z 1unf 62 &c:msom _ m v
“adeiuay eueyeins jefoy ay 1 1210y 1p Jedwaliaq

‘9207 winr gz 'p's 6z 1e88ue) 1eynw ‘Suejeway uatedngey Quda 1eLRIAINSS ueBuap ewese(1axaq Buesewas (YNVESINN) yuegnyiis
SEUSIAALUN Yoo unjeaeBBuajastp Buel |, yeiaeq yejupawag ueBuenay uesodeT jsuanyasuoy, : Bwa) uesuap SINY3L NYONIgWIE

LLAXIONIW HV3L

ONVIVW3d NILVdNev) a¥da :  isueisy|
@ ISIWO) VLOOONY :  uejeqer
"Id"S “INVAVANVH SIVY 13TVZIY : -l

+ BMyeq ueyRIRAuawW R0y /uajednqey yelaeq 1efyey ueemIad uemaq
UED ISUIADYd Yeiaeq Jefyey uejjemiad uemaq e1088uy seBn| uewejepuay uep |sejuauQ Buejus) $Z0zZ Unyel 9 JOWoy
BIS3UOPU| Jliqnday IaBaN wejeq UauaW UeINjessd ‘yesseq ueyejuBwWay ueeseB3us)aluay uesemeBuagd URRUIQWAY LRWOPIY
Bueua) /107 UNYRL 7| JOWON YRluliswad ueimelad ueyiesepiaq Buesewas (HNVESINN) HURGNYI]S SBISISAIUN JOINY

TOYIN/AS/ANYESINNAOT/TTO : XNYESINN JOUON
IHOVANININ WASd8/ JEE'EE68:  WQASHE Jowon

112 [TTIREN

(dwdda) ISYHIT8Nd NVA LYIVHVASYW NVIGEVYON3d NYILLITINId LY¥O3INIg
INVENNILS SYLISHIAINN

. 13 P S A A A R R TR S B T TSR NN T IR I ST DD vt 112 D D1 T2 B IRAPERr I RPN LR bt 2 2 Sr iyt Pt R sh T ot

Lo ol Lol Shes Bl B o b R

:

e

D B SR




B RTINS I R LS SO AL AT 1A SI R 1LV IS PRI DAL TRASART SEL I LALNE O MUPSARIZILILTATLILNIL

LRI S

s

= 3

T

e

Tm——

_

|
'
H
1t
4

R R e e e e e

e

EOBLLOTT90 "NAIN
IS'W 3°S ‘peseydsng uag3 g

‘afeIUaH eueyens jedoy ay) 1910 Ip 1edwapiaqg
'920Z Wunr gz 'p's GZ 1e88uw) e ‘Buejeway uajednqey Qudq 1eLeRIaNESs veBuap eweseliayaq Buesewas (YNYESINN) Jueqnyias
SelIsIaniun yajo ueyesedBuaiasip Buek  yeiaeq yejupawag ueBuenay uesodeT [suanyasuoy,, : BWa| URBUAP SINNIL NVYONIgWIg

ILANIONIW HY13L

ONVIVW3d NILVdNEVX Q¥da ©  Isueisy
G ISIWOX VLOOONV :  uejeqer
OSHVYIM 1aV : -

- BMyeq ueyeleiuaw ‘e10y/uatedngey yeiarq 1eAyey UB)eMIad uBMaQ
UBp 1SUNO.g yeiae( 1eAyey uejiemiay uemaq e1088uy sesny UBLURIRPUSY Uep ISequaLI] BURIUS] pZ(Z UNYEL 9 JOWON
BiSauopu) yqnday Laday wejeg Lajusw URIMelsg "yelaeq ueyriulswsd ueesesdua)afuag uesemeduag ueeu|quiag UBLwopad
BuRUaY /107 UNYBL 7| JOWON YEluLISWag ueimelad ueyiesepiaq Buesewas (MNYESINN) YURGMILIS SEISIFAIUN JOINIY

STOYINASPHINVESINNAOT/TTO : ¥NVESINN Jowon
IHOVANINGN WasSde/ JEEEEBR:  WQASHE JOwoN

reyyn.s

(dWdda) ISYXIT8Nd NYQ LYNVIVASYW NVIQEYONId NVILLITIN3d LVH0.LX3¥Ia

ANVENMIILS SYLISYIAINN

..é..‘..d‘ﬂnﬂ..w“uxdu.wﬂn.w.cf~_4..d.n.w.*,~..u.».~\n-nunnn,.d--ﬂ-*uﬁunin.ndhﬁagunad-nﬁﬂn’..éuﬁ-Fa”“&ﬂwﬂiu&“ﬁa;nf.ﬁu.!.u-..4.w A2 AN NS ARR




»

£06LL0TT90 ‘NAIN
IS'W “3'S "Leseydsng uag3 ug

_\ —
LLER AN vl D %ﬁ% kfwhr,
m m m .r“

sVIOXIN 10 e
920z un( 62 ‘Buesewas ™ v

‘afejuay eyeyesns 1edoy ayy 19104 Ip edwapiaq
'9Z0Z wunf 87 "p°S 67 1e88uey 1enw ‘Buejewsy uaedngey guda JeuElaas ueSusp ewesellayaq Buelewas (YNVESINN) yueqnyis
SEYISIanuN yajo ueyeseddua)asip Buel |, yesaeq yejupaway ueBuenay uesode] jsuanyasuoy,, : ewa) ueBuap SINYIL NYONIGWIE

LLAMIONIW HYT13L

ONVIVW3d NILVdNEYN Quda : isuejsu|
G ISIWOX VIODONVY :  uejeqer

"3°S ‘WITVH TV NNANIHVZ °[H : N

- BMUEq uyeleiuais ‘@0 /uajednqey yelavg JeANy UB)EMIaY UBMAQ
UBp ISUIADLY YRiaeq Jehyey UR|emiad uemaq @1088uy seln| ueluRIepUad UBp ISRUaLID SURIUA) pZ(Z UNYRL 9 JOWON
BIS3UOpU| yiiqnday LaBaN wejeq LUy uRINjRISd ‘Yesaeq ueyejupsway ueeledBualeluay uesemeduagd UBBUIqWad URLLOPag
SURUA) /|07 UNYRL 7| JOWION YRIULISWSY ueIinelad uepiesepiaq Buesewas (HNVESINN YURGM{IIS SeSIBAILN J0IN3Y

9ZOZ/INAS/ANVESINN/AO/TIO | ¥NYESINN Jowon
IHOVANININ WASda/ JEE'EE68:  INQSAE JOWON

12 [TITREIN

. (dwdda) ISVAITENd NVA LYXVEVASYW NYIAQSVON3d NYILIT3INId AVHOLM3NIa
INVENIILS SYLISHIAINN

_uv.; SRt rfr st e et e e ekt et P R N S S T I S N T AR I S I S IS S T NS ML T T I R PN S SN IR R VIV D D T T T




SR 2Caum e 1R 4 RE R P-p o SoRN SR 2R 22 22 SESR AR NS IF TY AXEY 2% EERFTEEX)

£06££0T190 ‘NAIN
IS'W “3°S ‘peseydsng uag3 uQ

P,

J
n.gxfxa . &
SZ0Z WNf 627 .mcEaEc/w %

‘aBe)uay euBRING 1eA0y ay) 19104 tp Jedwanaqg
‘9207 unr 82 “prs 67 1e88ue) 1ejnw ‘Bueieluag Ua3eangey quda Jeieanas ueBuap ewese(1anaq Sueiewas (MNVESIND) ueqmys
SEUSISAIUN Y310 ueyeIeBBua)asip Suek | yeiarg Yeludawag ueSuenay uelsode isuanyasuoy, : Bwal ueBusp SINYIL NYONIGWIE

ILNXIONIW HVT13L

ONVIVW3d NILVdNEYY Q¥da : isuejsu|
0 ISIWOX VLO9ONY :  uejeqer
"BY'S ‘LIAVS QYWVHIOW : eweN

+ BMyeg ueyeefuaw ‘ejoy/usiedngey yelaeq 1eiyey ueyemiad uemaq
UBP I5UIADLd yelae( Jefyey uejijemiad uemaq e1088uy sesn| UBlWR|epUad UEp 1SeIUaL) SUeIUa) 707 UNYEL § JOWON
BISSUOPU| HlIGNday aBaN wWejeQ LaJuay ueinmesayd ‘yesseq uByRIULIBWaY ueeleBBuajaduay uesemeSuayd URRLIQUISY URWIOPaY
BURIUS) /|07 UNYRL Z| JOWON HRluLIsWad ueimelaq uesyseseplaq Buesewas (YNVESIND) JUegnyilS SeISIaAIUN 1033y
90T \NAS/ANYESINNAOT/TTO : ANVESING Jowon
HOVANININ WaSda/ JEE'E'E68:  WNQSdE JowoN

12/ [1T1NEN

(dWdd@) ISVXI8Nd NYQ LY)VEVASYW NVIGEYON3d NVILITINI] LVNO.LNTNIa
JAINVEMILLS SYLISHIAINN

.J..m Arlr stz trtrhtrt Aot et Sttt a2 et 1 ST S A SrS v EA R IS STV B AR BB S S rd W S D Tr R r D e PaPrtirt et Pt P




1AL I SIS RIS TEAPA R PIG TSI RIGA S LA BASASAIALI T AL 1 5L S TR AN D 1T

£06LL0TT90 'NAIN
1SW "3°S ‘peseyidsng uay3 ug

"aBe)iaH ruRNRINS 1240Y Ay | 1910H 1P Jedwaliaq
'9Z0Z 1unr 87 'p's 67 1e83ue) 1e)nw ‘Sueieway uatedngey Q¥dQ 1eRIaNas ueBuap eweselianaq Suelew as (WNVESINA) Hueqmyas
Sejisiantun ya)o ueyeiedsuajasip Suel  yesaeq yejupawag ueBuenay ursode jsuanyasuoy,, : waj uesuap SINMIL NYONIgWIa

ILONIONIW HY13L

ONVIVYW3d NILVdNEV) Quda Isue3suj
@ ISIWOX VLOOONY :  uejeqer
ILNLSVAQIM INVAYNS YWHI P : TN

© Bmyeq ueieAuaws ‘R10y/ uaredngey yesaeq eAyey uejyemiad uemaqg
UED ISUINC.4 YRiaeq Jelyey ue)yemiad uemaq 21088uy sedng uelueepuay uep isequauQ Suejus) yzoz unyel 9 JOWoN
BISSUOPU| Yiqnday LIaBaN wejeq LUausy uRINjeISd ‘Yesaeqg veyriuLaWway ueeledBualaluad uesemeSuagd ueRLIqQIaY uewopad
duejua) 710z unyep Z1 JOWON YRullaway ueinjesad ueysesepiaq Buesewas (INYESINN) HUegnylg SeSISAIUN 40143y
STOYINAS/ANYESINNIOT/TTO | ¥NVESINN Jowon
IYOVANININ WASHE/ [EE'EE68:  WNOSdE JOWoN

Y118

(dWdda) ISYMITENd NVQ LYNVHVASYW NVIGEVONId NVILITINId LVHOLYINIA
ANVENNILS SYLISHIAINN

7... IR ITAU TN P P P Bt Bt a2 e Pty e ey Pt e ST Sy R LT I T PR B L SR R R T s S ST DY DI DI OV I S s DT e - Py e e 2eT i T 1 1 2P Py L1ty erp oYy




DAFTAR MATA PELATIHAN /TOPIK

Nomor Mata Pelatihan/Topik Jam Pelatihan
1 Materi 1 ESQ : Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia 09.00 - 11.45
) Materi 2 Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan 13.00 - 16.00

Pembayaran Pajak Dalam Kegiatan Bimtek DPRD 16.30 - 18.00
. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala )
3 Materi 3 Konsekuensinya 08.00 - 11.00
. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan
* raater: 4 Keberlangsungan Pembangunan Daerah 11.00-13.00
5 satort & Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk 14.00 - 17.00
Menaikkan Kemampuan Fiskal Daerah 18.00 - 21.00
6 Materi 6 Perumusan Hasil dan Kesimpulan 08.00 - 10.00

Sekretaris DPRD Kabup

Semarang, 29 Juni 2026

emalang

- Direktur DPPMP
} ) UNIVERSITAS

_._“ __..._.___“.__u.,.____
i) STiKUB}

.r.q l-.'.

NIDN. 0622056601

NIP. 19720212 199203 1 004

Prof. Dr. Endang Tjahijc :5@2: S.E., M.Kom.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia
(Memcndukdn IKIGAI, Mindfullness, dan S’roikisme)

M, PFC

Eko Suseno HRM



4 Fenomena Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia

|. Banyak manusia modern yang "lupa cara
menjadi manusia" karena hidupnya tidak
seimbang

2. Ketika manusia lupa esensi kemanusiaannya,
mereka sering mengartikan kebahagiaan
sebagai kesenangan instan (hedonisme)

3. . Salah satu tanda paling nyata ketika manusia—=-=
lupa caranya menjadi manusia adalah sifat
egois yang akut

Manusia yang kehllangan kemanu5|aa ya
sering kali menghalalkaﬁ segala cara. demi

mencapai tu]uan



Aspek
Kedamaian batin, rasa syukur, serta hubungan yang
baik dengan Tuhan.

SEJAHTERA

Aspek Sosial
Rasa aman di lingkungan tempat tinggal, kebebasan
dari rasa takut, serta

Aspek Finansial
Terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan,
sandang, dan papan secara layak.

‘Aspek Kesehatan
% Kondisi fisik dan mental yang sehat serta bebas
dari penyakit.



IKIGAI

Berasal dari kata iki (hidup) dan gai (nilai/alasan),
berarti “alasan untuk bangun di pagi hari" atau

- life purpose.

lkigai adalah konsep Jepang yang

berakar kuat di Okinawa, salah satu

zona biru (Blue Zones) dengan s
penduduk berumur terpanjang di i
dunia angka harapan hidup yangluar okinawa ls/ahd g
biasa tinggi, sering kali mencapai usia UAPAN)

di atas 100 tahun dalani“k8hdisi " :'...
sehat. s T _m -

Kerama Islands itoman %

>



Passion Mission

Perasaan menggebu — gebu Masalah apa yang ada di
dan dunia ini yang kita mau

Apa yang
kamu cintai

PASSION

Apa bidang » .
yang kamu Iklgal

kuasai

PROFESSION VOCATION

Profession dekalinpia e Vocation

Kamu dibayar (bahkan bisa dibayar Membantu seseorang atau
dibayar dengan mahal) Lembaga melakukan sesuatu
karena ahli melakukan dan dibayar.

sesuatu tersebut



[erina foasit




FOTO DOKUMENTASI
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
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Narasumber : Eko Suseno, H.R.M., S.E., M.M.
Materi : ESQ:Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia




Narasumber : A.M. Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak.
Materi : Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak
Dalam Kegiatan Bimtek DPRD

SUPATEN | MALANG ]

S| LAPORAN KEUZ
.RINTAH IAERAH




T

K ABUPATEN PEMALANG )

1
UENSI LAPQRAN KEUANG/
MERINTA ERAH;

diseleng

B j'; I

Narasumber : Ismail Amir, S.E., M.M.
Materi : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya




Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., M.M.

Materi : 1. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan
Pembangunan Daerah

2. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal
Daerah










	Page 1
	simitra daftar Bimtek DPRD Kab Purworejo.pdf (p.1-15)
	SSertifikat-719-SK-BAN-PT-Ak-PPJ-PT-VII-04082021.pdf (p.15)



